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ABSTRAKSI

Kemudahan berupa pembebasan hea masuk dan  tidak
dipunguinya Faiak Fertambahan Milai (PP dan Fajak
Feniualan Atas Rarang e n (FFn BMP  atas  impor kendaraan
barmotor jsnis zadan beberaca merk tertentu yanag
d?peruunatan dalam usaha peritzhksian diberikan kepada anggata
Fonerasi Pengeaudi Taksi pada tahun 1980 sampai dengan 1993,
dan atas impor kendarazan bermotar ienis sadan (samua meri)

dan suku cadananya yang dicergunakan dalam usaha nertaksian

diberikan kepada pengusaha di bidang peritaksian  pada tahun
1995 sampail dengan Sekarang. Famudahan tersebut dituanghkan

dalam bentuk peraturan cerundangan berupa Kaputusan
residen.

Fada penelitian ini diss=lidiki =sinkronisasi Secara
vartikal peraturan peruﬁdangan tentanog pembsrian remudahan
tersebut di atas yakni  sinH ranissasi antara  Undang-undang.
Peraturan Femerintah dan baputusan Presidan. Matode
penslitian yano d1 qﬁAPan vaity metode penzlitian hukum
normatif ’ tx PreT .

Hasil Dmnellt;an menun jukkan bahwa terjadi
Lesinkronan sscara veriikal antara Undang-undanao Foraturan
Famarintah dan Feoubtusan Fresiden rﬁvw*“m% mengsenail
tidalk dibpunoutnya Falak Ferd cambahan  Nila:z ztas impor

kendaraan bermotor jenis sedan yang diperaunakan dalam usaha
pertaksian. Dalam Feraturan cemzrintabh terdapat pasal  yang
menztapkan keaungkinan tidak dipunnutnya PPN fzrsebut Parmna
usaha partaksian termas b "imsa di bidano anghkutan umumt.

Fetotacan menasnai pembebasan Fea masuk dan  tidak
dipunguinya Fajak Eeniuvalan Atas Barang Mewah atas impor
rendaraan hermogtor j2nis sedan vang dinerocunakan dalam usaha
pertaksian hanva terdapat pada Feputusan Fresiden, sedangkan
pada Feraturan Femsrintsh dan Lndang -undang tidak ada.

Pada patiade tahun 1984 — 19935, oemberian  kemudahan

tarsehui danat dinikmaty  oleh masyarakat ekonomi kelas
menenaah ke bawabh yaltu  angg ta Kopsrazi Fenosaudi  Taksi
bmrupn zmlisih harga vang iebibh murah dalam membeli taksi
(kendaraan hermcior jsnis ssdand. Sedanokan pads periode
fahun 1995 ai dengan sskarang kemudahan tersebut  labih
mapunokinkan hanva dinikmati oieh masvarakat ekonomi  kelas
menengah ke Larena tidak ada kekoususan parunitukan
emudahan terssbutb.

Farens itu disaranian Dadda materi praturan
mepundangan vahg menstaphkan pembsrian  kEemudahan berupa
pembendsan fma masuk dan tidak  diounogut  Falak Pertambahén
Wilai dan Paisk Penjualan fAtas  Barang Mewsh ataz impar
Lendaraan bermotor isnis sedan beseria sukuw cadananva kepada
pengusaha di bidang cmrtakzian. ditetapkan kriteria menGenal
pengusaha atau jenis Badan Usaha yang dinsrika kemudahan
sunaya pemberian kemu terashut lshih banvak dimikmati
cleh masyarakat ekonomi  kelas menennsh ke  bawah VAano
merupakan bacian ferbesar masvarakat Indonesia. - )
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KATA PENGANTAR

§
Puii syukur dipanjathks kehadirat Tuhan Yang Maha

n
Esa, karena hanya rahmat dan hidayvahnysalah penyusunan Tesis
m

ini dapat diselesaikan sesbacaimana mastinys. Tesis ini
dapat diselesaikan ssbagaimana mestinya. Tesis ini  disusun
dalam rangka memenuhi persyvaratan guna menemoubh wjian pada

a
Frogram Studi Magister Ilmu Mukum Univarsitas Diponegoro
untuk Ridang Kajian Hukum dan Ekcnomi Fembancunan.

Adapun Judul tesis  inid adalah SINKRONISASI ANTARA

UNDANG UNDANG PERPAJAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN KHUSUS

MENGENAI USAHA PERTAKSTAN. Tujuan penulisan Tesis ini
adalah untuk membuktikan kesinkronan atau kesesuaian antara
Undang Undang, Feraturan Femerintah dan  Keputusan FPresiden

an  denoan  usaha menurot tata

lJJ
fkd
r'l'

vang herbka

b
peraturan perundangsn yvang ad

o -

Menvadari kemampusn osnyusun  yahg  sangat  berbatas,
maka tenty saia Tesis ini  tidak akan daoat diselesaikan
denoan lancar tanps bantuan gpihak lain.  Cleh sebab ity pada
kesempatan ini dengan perasaan tulus disampaikan penghargaan
vang setinggi  tingginya dan terima kaszih yang sebasar
basarnya kepada ssaua oihak yang  telash m=limpahikan -budi
haiknya dan segalsa bantuannya Gaili materiil maupun
immateriil serita nasehat dan buah pikirannvya yang bermanfaat
bagl penvusunan Tesis  ini. Farnyvatan Serima kasih  dan
pangharcaan yang tulus disammaikan  kepada yang  terhormat
iapak Prot. Soehardio. Bs.5H SDurwa  Hessr ITlmt NMegara  yane
ditengah kesicukannva telah membiﬁbing dengan sabar  dalam
pengelesalan Tesizs ini-

1. Fimpinan beserita para dosen pada Frogram  Studi
HMapister Ilmu Hubum Universitas Diponsooro, NE-1gin
telah dengan tulus menularkan ilsunya, sehingga




pEryHSuUn o

Ilmu Hukum

diwu judkan

s=mooa Tuhan

Akhir kata

bermanftaat

i
= lupa. penaghormatan dan senghargaan serta terima
-+~

ikhlas

Spamiku dan amakkuy yvang btelah dzngan tulus

meEmberi kesempsatan  dan mEndorang untuk ma—
nyelssaikan peEnvusunan T251is ini.

berkenan membantu  dan

penyelesaian

Bapak EKetua
g ak mesbesri kesempatan kepada
rtuk menempubh studi pada  Frogram Studi Macister
di inivers

fhanya

melalul kata—-kata saja, tetspl lebih dari  itu

agi akadanis maupun Lara nihak Y ang

membutuhkannva, Amin.

Semaranc, Mei 1998
Fearnyvusun
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BAB [

| PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam GEHN (Tan Nao. [I1/0PR/19935) ditetaokan
dalam FELITA VI ini lpembangunan materi hukum
f 7 mencakun  perencanaan hukum,  pembasntukan hukum,

penalitian dan pengembangan huokum dilaksanakan

pola pikir vang mendasari sistem hukum nasional,
| penginventarisasian dan cenyvesuailas LRSUP—RnSUr
hubum vang berlaku dengan sistem  hubkum  nasiona
bevrsumber pada Pancasils dan Undang~-indano Basar 1

Daiam pen2litian terhadapn sinkronisasi pe
perundang—undanoan sscara vertikal maupun hiori
maka vang diteliti adalah sampai sajauh manakah

positif wvang ada Menurat pendapat &

i Soekanto dan Sri Mamudii penslitian itu dapat d

| secara vertikal, wvakni anakah oerundano-undanga

Garlaku bagi =suatu bidang kehidupan tertentu tidak
bertentanoan, =apabila dilihat dai sudut
parundanc—undangan tersebut. Mengenai

perundang-undangan fersebut dapat discsrounakan
titik tolak Tata rutan FPeraturan Perundangan R

indonesia menurut UUED 1945 (Mamorandum Sumber

UPT-PUSTAX-UNMS

bahwa
yang
serta
melalui
serta
tatanan
1 wang
P45,
raturan
sontal,
hukum
mi=S el ininin]
itiniau
N vang
saling
hirarki
hirarki
sebagal
enublik

Tertib

Pl




o GARMPICT R

P‘q ,-.._-\_}_ A

Hukum DPFR SR tancoal ? Juni 1264&).

[y

Berdasarkan Ketetapan H 8 No. XX/MPRS/1266 tata urutan
peraturan perundang-undanoan adalah sebagai berikut @
i. Undang—iUndang Dazar RI 1245
2. Eetetapan MFR
- Undang—undang/ FERFU
4. Feraturan Pemeﬁkptah
S. Keputusan Fresiden
4. Peraturan—peraturan pelaksana lainnva :
-~ Faraturan Menteri
— Instruksi Menieri
{ieh karena itu peraturan perundang-undangan  yang
lebih rendah  tingkat hirarkinva menurut  tata urutan
naraturan perundangﬂundangan- {(Tan MFRSB ER/MPRE1T64T
tidak bolsh bertentancan dengan perundano—-undangan  vang
berada pada hirarki vano lebih atas. |
Berdazarkan wraian i atas maka peraturan
perdndang—undangan vano akan ditsliti adalan :
= Undano-—undang
1. Undang- undang No. 8 Tahun 1987 Tentang Fajak

Feartambahan Nilai hbar

m

m

e Dan Jxsa Dan Fazak

Fenjualan Atas baranc Mewahl.

Z. Undang— undang No. 11 Tahun 19924 Tentano Ferubahan

1} Boerjiono Soekanto dan Sri Mamudi i. Fenslitian Hulum
Mormatif. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 17




Atas Undango—undano Ne. 8 Tahun 1983 Tentang Fajak
Fertambaban Nilai Barano dan Jasa Dan Fajak

Fenjualan Atas Barang Mewah.

- Faraturan Femerintah

1.

Feraturan Fsmerintah fNo. 38 Tahun 1783 Tentang
Felaksanaan Undang—undang Fajak Fertambahan Nilai
1784,

Feraturan Femerintah No. 22 Tabhun 1785 Tentang
Felaksanaan Undang-undang Pajsk Pertambzhan Milai
1984,

Feraturan FPemerintah No. 29 Tahun 1988 Tentang
Ferubahan Atas FPasal 14§ Feraturan FPemerintah Nomor
22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang—undang
Pajak Pertambahan Milai 1984.

Feraturan Femerintah No. 65 Tahun 1991 Tentang
Ferubahan Atas Feraturan Pemerintah Nomar 22 Tahun
1985 Tentang Felaksanaan Undang—undang Fajak
Fertambahan Nilsi 1984 Sebaoaimana Telah Diubah
Dengan Feraturan Pemerintah Namor 29 Tahun 1989,
Peraturan Femerintah Ne. 7& Tahun 1991 Tentang
Perubahan Atas Feraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
18985 Tentanng relak=samaan Undano—undang Pajalk
Fertambahan Milai 1984 Sebagaimana Telah Beherapa
kFali Diubah,. Terakhir Dengan FPFeraturan Femerintah
Momor &5 tahun 1991,

Feraturan Pemerintah Ne. 3& Tahun 1993 Tentang




7.

ferubhahan Atas FPeraturan Femerintah Momor 22 tahun
1985 Tentang Felaksanaan tindang—-undang Paijak
Fertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Eeherapa
KKali Diubah Terakhir Dengan FPeraturan Femerintah
Momor 7& Tahun 1991.

Peraturan Femerintah No. 0 Tahun, 1274 Tentang

Pelaksanaan Undang—undang MNomor 8 Tahun 1983 Tentana

Faiak Partambahan Nilai Baranc Dan Jasa Dan Fajak

Fenjualan Atas Barang Mewah Sebacaimana Telah Riubah

Dengan Undang~undang Momor 11 Tahun 1994.

Feraturan Pemerintah  =s2bagai pelaksanaan sebagaimana

telah disebutkan di atas., tidak semua akan dibahas.

Faraturan Femerintah vanog akan pernlis bahas adaliah @

1.

-
<L a

Paraturan FPemerintah No. I8 Tahun 1
Faraturan Femerintabh No. 22 Tahun 1

Faraturan Femerintsh pNo. 50 Tahun 1924

- Hepuitusan Fresiden

i.

Lepnres Mo. 3¢ Tabun 1984 Tentang Fembebasan Eea
Masubk Dan Tidak Dipunout Fajak FPertambahan Nilaid
Berta Fajak Fenjualan Atas Barang Mewah Atas  Impor
Kendaraan Bsracior Jenis Sadan Untulk  Dipergunakan
Dalam Usaha Fertaksian {leh ﬁupérasi Fengemudi Taksi
Kepres Ne. 28 Tahun 1987 Tentang Ferubahan keputusan

Fresiden MNomor 30 Tahun 1984 Tentang Fembebasan  Hea

Maz=uk Dan Tidak Dipunout Faiak Pertasbaban pNilai

Serta FPaijak Penjualan Atas Barano Mewah Atas  Impor

o




el

Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Diperounakan
Dalam Usaha Pertaksian 0Oleh Koperasi Penosmudi
Taksi

kKepres Na. 57 Tahun 1993 Tentang Ferubahan kKeputusan
Presiden Momor 30 Tahun 19846 Tentano Pembebasan éea
Masuk Dan Tidak Dipungut Fajak Fertambahan Nilail
Serta Fajizk Penijuslan Atas Barang M=wah Atas impﬂr
kendaraan Bermoitor Jenis Desan Pntuk Dipergunakan
Dalam Usaha Pertaksian Oleh Kopesrasi FPengemudi Taksi
Sebagaimana Telah Diubah Dengan keputusan FPresiden
Nomor 28 Tahun 17827 |

Fepres No. &% Tahun 1294 Tentanog Ferubahan Keputusan
Fresiden Momor 20 Tahun 19846 Tentang Pembebasan Bea
Masuik Dan Tidak Dipungut Pajak Fertambahan Nilai
Sarta Pajak Fenjualan Atas Rarang Mewah Atas Impor
Fendaraan EBEermotor Jenis Sedan Untuk Diperaunakan
Dalam Usaha FPertaksian Oleh koperasi Pencemudi Taksi
Sehagaimana Telah EBeberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Eeputusan Fresiden Nomor 37 Tahun 1993

Kepres No. 74 Tahun 1999 Tentang Ferlakuan Fabean

Dan Ferpai

T

V]

kan Ataz Impor Ataw  Penverahan EHomponen
Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk

Ripergunakan Dalam lsaha FPertabksian

Tidak semua Keputusan PFresiden akan penulis bahas,

Eeputusan Fresiden yang akan dibahas adalah

1.

-
“om

Fepres No. 30 Tahun 1986

Kepres No. 74 Tahun 1995




Undang—undang Tentang Fajak Fertambahan Nilai dan

Fajak Fenjualan Atas Barang Mewah dan Feraturan

Femsrintah sebagai pelaksanaannya seperti tersebut di
atas, memberikan pembebasan paiak yvang herupa pembebasan
jasa di bidang angkutan umum, disini wusaha peritaksian
termasuk vang memberikan jasa di  bidang angkutan umuma.
Farena itu uwsaha pertaksian tidak dikenakan Fajak
Fer-tambahan Nilai {(FPN})? dan Fajak Penjualan Atas Barang
Mewah (FFPn EBM).

Sesuéi dengan judul tesis, maka disini penulis
akan mencanalisiz szinkronisasi secara vertikal antara
Undang--undang, Fearaturan Femerintah dan Feputusan
Fresiden wvang berhubunocan dengan pamnbebasan Fajak
Fartambahan Nilai dan Fajak Penjualan Atas Barang HMewah

untuk usaha pertaksian.

IDENTIFIKASI MASALAH

¥Keputusan FPresiden memegang paranan penting dalam
nenyelenggaraan pamsr-intahan neqgara bailk dalam
menggaristan kehijaksanaan yvang baru, mengubah  peraturan
atau kebijaksanaan vano sudéh ada, dan menetapkan
kabijaksansan pembagian hazil pembangunan ekonomi  secara
merata di antara selurubh lapisan masvarakat.

kepres Nomor 30 Tahun 1284 jo Kepres No. 74 tahun
1993 tentang FPerlakuan Fab=an Dan Ferpaiakan Atas Impor
Atau Fenyerahan Komponen Dan  Eendarasn Bermotor Jenis

Sedan Untuk Dipergunakan Dalam lsaha Pertaksian sekilas

m

it~



tampak merupakan perlakuan  vang istimewa/s pengecualian

terhadap suatu golongan di dalam pembebanan bea masulk,

Fajak FPertambahan Nilai dan Pajak Fenjuzalan Atas Barang

Mewah.

Bardasarkan uraian di  atas, maka penulis kemukakan

bebetapa masalah vang merupakan ocbhyek penelitian Tesis

ini yaitu : .

{1) bagaimana sinkronisagi vertikal antara UU No. 8 Tahun
1983 jo UU Na.li Tahun 1924 beserta Peratuian
Femerintah yang menyesrtainya yaitu PP No. 38 Tahun
1983 jo PP No. 50 Tahun 1994 dengan Hepres No. 30
Tahun 1984 jo kKepres No. 74 Tahun 1995,

(Z) apa saja manfaat dari Heputusan Presiden tentang
pambebasan bea masuk, Fajak -Fertambahan Nilai dan
FPajak Feniualan Atas Barang Mewah yang diheriﬁan

kepada usaha pertaksian.

(F} apa =ala Saran yano dapat diberikan untuk
penyempurnaan materi Ud, FF atau Kepres yang
berkaitan dengan pembebasan  bea masuk, Pajak

FPertambahan MNilai dan Pajak Fenjualan Atas Rarang

Mawah yang diberikan kepada ussha peritaksian.

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Fanelitian ini mempunyai fujoan untuk
(1) menelusuri atau mencari sinkronisasi  vertikal salah

satu kasus mengenai materi perundang—undangan  yaitu




sinkronisasi vertikal Keputusan  Freciden, Peraturan

Femerintah dan Undang-undang berdasatrkan tata urutan

peraturan perundang—undangan menuru:  Tap MPRS  Ne.

KX/ MPREALTFEE. Fasus terssbhut yaitu tentang
pembebasan bea masui, Fajak Fertambahan Nilail QFPN}
dan Fajak Feniualan Atas Barang Mewah (FFn  EM) atas
impor kendaraan jenis sedan yang dipargunakan dalam

uszaha pertaksian.

(2) memperiglas peranan Heputusan Frasiden dalam
pelaksanaan Undang—undang Yyang menyanghkut bidang
skonomi yAang dipriaoritaskan yvaitu usaha

pertaksian.
¢35} menginventarizasi peraturan parundang—undangan
tentang pembsbasan bea masuk, FPN dan FPFn EM atas

impor kendaraan jenis sedan yang dipergunakan dalam

usaha pertaksian.
Dengan mencari kesssualan Stan sinkronisasi
tepssbhut di  atas diharapkan penslitian int dapat

mengunakapkan sampai =sjauh  manakah suatu  perundang-—

undangan tertentu ity serasi secara vertikal.

Fanelitian ini diharapkan dapat dipergunakan
untuk  memperislas  peranan Keputusan Fresiden dalam
menentukan pelaksanaan  peraturan Undang—undang yang

tu bidano ekeonomi yang diprioritaskan.

1)

menyanolkut su




D.

KERANGKA TEORI

Dalam rangka menganaiisis peraturan—-peraturan
hukum di  bidanea Hukum Ekonomi Indonesia, sebuah Tim
FPeneliti yang dipimpin oleh Sunaryati Hartono dalam tahun
1974 berhasil menyimpulkan, bahwa @
1} Rencana-rencana Fembangunan Lima Tahun +elah menjadi

penyebab utama timbulnya kaidah—kaidah Hokum Ekonomi

2
\

Indonesia.
2} Kaidah-—kaidah hukum vang baru ini untuk sebagian hesar

tidak lagi berpegang pada asas—asa Hukum Ferdata

]

maupun Fublik yang konvensional, Akan tetapi, dengan

timbulnya Lkebutuhan—-kebutuhan baru, timbul pula

kaidah—kaidah baru dan pranata-pranata baru, y;ng

sulit sekali dikategorittan ke dalam sistem Hukum

FPerdata maupun Sistem Hulum Fublik ;yapg
2)

konvensional .

Menurut  pendapat A. Hamid. 5. Attamimi dalam

disertasinya tahun 1990 bahwa Undanga Undang Dasar 1945
-

dan sistem pemerintahan negara yang diwujudkannya tidak

membaci kekuasaan negara menurut  trias politika, wyaitu

kekuasaan yang semata—-mata membentuk peraturan— peraturan

{legislatif), kekuasaan yang semata-mata menjalankan atau

melaksanakannya (eksekutif) dan kekuasaan Yarng

menyelesaikan atau mencadili senghketa—sengketa yang

2) Bunaryati Hartono, Majalah Hukum dan Fenoetshuan ﬁasggf
rakat, Pajaiaran, Bandung, 1923, hal. 1a,




ditimbulkan akibat pelaksanaan peraturan—peraturan

e

tersebut (yvudikatif).
Fresiden Republik Indonesia dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakwvat Republik Indanesia telah

menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun

17283 Tentang Fajak Fertambahan Nilai Barang dan Jasa dan.

|
Fajak Fenjualan Atas Barang Mewah. Undang-Undang Momor 8

Tahun 198% tersebut diundangkan pada tanggal 31 Desember

198%. Undang-undang ini kemudian diperbaharui dehgan~

Undang—undano MNo. 11 Tahun 1924, Balam Undang—undang
vang baru ini ada beberana ketentuan dalam Undang—undanag
No. 8 Tahun 1923 vang dirubah sebagaimana disebutkan
dalam konsideran Undang—undéng No. 11 Tahun 1994 bahw;
dalam wupava uwuntuk selalu menjaga agar perkembangan
perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan
pembangunan vyang bertumpu pada Trilogi Fembangunan
sebagaimana diamanatkan dalam GBHM. dan agar lebih dapat
diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi
berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk dan praktek
penvelengoaraan kegiatan usaha vang terus berkembang.
bBari beberapa ketentuan Undang-undang No. B  Tahun
1983 vang kemudian dirubah dengan Undang—~undang No. 11
Tahun 1994 hanya bsherapa pasal =aja vyang akan penulis

bahas berkaitan dengan judul ftesis.

Undang-undang No. 8 Tahun 198Z jo Undang—undang

No.o 11 Tahun 1994 tentang Fajak Pertambahan Nilai Barang
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darn Jasa dan Fajak FPeniualan Atas Harang Mewah memberikan
pembebasan pajak dari jenis jasa di bidang angkutan umum.
Karena usaha pertaksian merupakan sarana  angkutan umum,
maika dengan sendirinva tidak dikenakan pajak atau
dibebaskan dari pajak.

FPada tanggal 12 Juli 1984 telah ditetapkan

20 Tahun 19856 Tentang Fembebasan

o Y o b ey

Bea Masuk Dan Tidak‘_Dipungut Fajak Pertambahan Niliai

ettt L =

Serta Fajak Penjualan Atas BRarang Mewah Atas Impor

Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam

Usaha Fertaksian 0Oleh FKoperasi  Fengemudi Taksi, yang
gemudian dirubah dengan Hepres.ND.EB Tahun 1987, dirubah
lagi dengan Kepres No. 57 Tahun 1993, dirubah lagi dengan
tepres No. 43 Tahun 1924 dan terakhir dengan Kepres No.
74 Tahun 19935. | ‘
Feputusan Fresiden Nomor 30 Tahun 1286 menvatalkan

dalam =

Fasal 1 : FPengimporan kendaraan bermotor jenis sedan
dalam keadaan compleitely knocked down
(CKD}) olsh pemsogang merk/importir untuk
kepentingan usaha pertaksian vang
diselanggarakan oleh koperasi pengemudi
taksi vang telah mendapat persetujuan
pemerintabh  dalam ranaka LUndang—Undang
Momor & Tahun 1748 tentang Penanaman Modal
Balam Negri diberikan kemudahan sebagai
berikut 3

a. dibebaskan dari kewajiban membayar bea
masui

b. Pajak Fertambahan NMilai (FPM) vyang
terhutang ditanagung pemerintah

Fasal 2 2 Fajak pertambahan nilai {(FFN) dan pajak
penjualan atas barang mewah (FPn BM)  vang

11
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terhutang atas penyerahan kendaraan
bermator jenis sadan atau taksi kepada
roperasi Fengemudi Taksi dimaksud dalam
ayat (1) ditangoung aleh pemerintah.

Pazal 3 : (1} Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
' pasal 1 herlaku untuk kendaraan
bermotor jenis z=dan Merk Datsun

Gtanza 1600 cc dan Fard Laser 1.3.6L.

{2y Spesifikasi dan standar teknis dari
kendaraan barmotor jenis sadan sebagal
—mana dimaksud dalam ayat (1) ditetap-
wan oleh . Menteri parindustrian. 3)

Perubahan yang terjadi terhadap Feputusan Presiden yang

diperbaharuil tersebut hanya pada pasal 3 ayat (1) yvaltu

mengenai jenis eedan yang diberikan nembebasan bea masuk

opN dan PPN BM.

Menurui Soshardjo Ss Guru Eezar I1lmu Negara dalam

bukunvya VARG Ber judul Hubkum administrasi Negatra

herpendapat hahwa dalam hukum administrasi negara {HAN?

peranan pembuat Undang-undang tidak menonjiol. Seringkall

yang diatur di dalam Undang—undang i tu hanyglah

pokaok—pokoknya, lanokah—langkah pertama, yang bherupa

norma-norma yang masih persifat umum _6an abstrak, ya&anog

masih bersifat prinsip—prinsip sz ia. Selanjutnya kepada

pembuat peraturan perundang-undangan Yang iebih rendah,

Yang mempunyat posisi lebih dekat dengan pelaksanaan di

dalam praktel, diserabi tugas untuk menyusun peraturan

Z) Recublik Indonesia, Lembaran HNegara Tahun 1984 kepu~—
tusan FPresiden Tentang Fambebasan Bea Masuk Dan Tidak
Dipungut Faljak Fertambahan Nilai Saerta Fajak Fenjualan
Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bormotor Jenis
Cedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Feriaksian O1le=h
Koperasi Fangemnudi Taksi, hal. 1379.



pelaksganaannya H dan pada akhirnya organ—oraan
administrasilah Yang diberi Eewenangan mengambil
keputusan dalam kasus—kasus tartentu. Feraturan—
peraturan administrasi untuk ssbagian besar

berisikan prossdur, jadi merupakan hubkum formal.
Ketentuan— keientuan hukum materil Yang mengikat
masyarakat serinokali masih umum dan abstrak, karena itu
norma—-norma yang lebih konkrit  justru  harus  ditentukan
dalam peraturan—peraturan yang lebih rendah derajatnya.
Oish karena itu, pemstintah mampunyai peranan yang
menentukan dalam menentukan norma HAN. Fembuat Undang-—
undang, vang derajat kedudukannya lebibh  tingai hanya
memberikan keranoka, dan di dalam kerangka inilab  maka
pemerintah mulai dari fingkat tinégi sampai yang rendah,
secara berangkai dapat mensntukan norma hukum materiil

dalam konkretonya.

METODOLOGL PENELITIAN

Suatu penulisan dalam karya 1imiah agar dapat
dipertanggung iawébkan dan berguna bagi kepentingan ilmﬁ
pengetahuan, maka senantiasa  harus didasarkan atas
kenyataan émpiris yang berkaitan dengan permasalahan. yang
dikemubakan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulﬁs
memetrlukban suaty wpaya kegiatan penelitian, yang bearuypa

penelitian  kepusiakaan {library researdchl. Adapun

4} Boehardio 5=, Hubkum Administrasi Megara, Badan Fener—
Bit Universitas Diponegora, Semarang, 12791, hal. 39




sebelum sampai pada metode pendekatan apakah van

Wl

digunakan dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis

kemukakan apakah pengertian metade tersebut. Menurut
pengartian yvang dibsrikan oleh Eoent jaraningrat, dalam
bukunya vang berjudul "Metode—metode Penelitian

Masyarakat" ialah :

“Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode {Yunani
Methodos) adalah cara ataun jalan. Sehubungan dengan
upaya ilmiah, maka metode menyanghkutl masalah cara kerja
wntuk memahami abyek vyang menjadi  sasaran ilmu yang
bersanghkutan'.

Rerdasarkan hal-hal tersebut di  atas maka penulis
berpendapat, metoda penelitian yang tepat untuk maksud
tersehut ialsh metoda penelitian hukum normatif.
Sebagaimana dikemukakan oleh Scerjono  Soskanto dan Sri

Mamudjii s

"Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

Sekunder Belaka, Fenaselitian nilkum TnormnadtiTT menddkup—

penelitiaf terhadap asas—asas hukum, penelitian terhadap
sistematik huluam, penelitian terhadap taraf
sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum
dan sejarah hubkum". &)

Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa
pada penelitian  terhadap taraf sinkronisasi secara

vertikal yang diteliti adalah perundang-undangan suatu

hidang hukum tertentu dalam perspektif hirarkisnya.

5) Koentjaraningrat, Metgde—metode Penelitian Masyara—
kat, Gramedia, Jakaria, 1273, hal. 1lé.
&) Soerjono Spekanto dan Sri Mamudii, Op. cit, hal. 13
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Fenelitian demikian ini juga haruws didasarkan pada
fungsi tiap—-tiap perundang—undangan tersebut
Masing-masing; ) sehinggs taraf kesasuaiannya akan
diketahui dengan Jjelas. Mizsalnva suatu Fetraturan
Femerintah Yang s2tingkat iebih rendah dari
Undang—undang merupakan paraturan yang diciptakan untuk
menjalankan atauw melaksanakan Undang-undang. Dangan
demikian materi (bhahkan isi} Feraturan Femerintah adalah
semua materi Undang-undang yang nerla dijalankan/
dilaksanakan lebih lanjut atau dencan perkataan lain
. . A '
perlu diatur lshih laniut.
Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian

t2rhadap sinkronisasi vertikal.

i. Metode Pendekatan

Matode pendekatan dalam penelitian ini  terdiri
dari langkah-langkah sshacai berikoet  : mula—-mula
dilakukan inventarisasi perdndang—undangan yang
mangatur bidang hukum vang telabh ditentukan untuk
diteliti. Dalam hal ini bidang vyang diteliti vyaitu
pembebasan bea masuk, FFn dan FPn BM atas impor sedan
untuk digunakan dalaﬁ usahna pertaksian oleh FKoperasi
Pengemudi Taksi.

Selanjutnya inventarisasi perundang—undangan

tersebut dianalisa dan disusun  menurut  urut-uruatan

7) Ronny Hanitijo Socemitro, Metodologi Penelitian Hukum
Ban Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.Z?9
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hirarki perundang-undangan sebagaimana ditetapkan
dalam Tap MFRS No. XX/MPRS/1746 tentang tata urutan

perundang—undangan.

Dalam analisa dan penyusunan urut—urutan
perundang—undangan terssbut iuga dipartimbangkan

mengenai segi kronologisnya atay  urut-urutan  waktu

dikeluarkannya paraturan parundang-undangan tewgebuf.
Balanjutnys, dianalisis sinkronisasi  vertikal

antara perundang-undangan  Yang =atu dengan .yang

lainnvya.

Sumber Data

Sesuai dengan judul tesis, maka paenelitian yang

=

2l

|

dilakukan penulis adalah pe tian hukoum normatif.
Dalam bal ini pen=slitian hukum narmatif adalah
merupakan penelitian kepustakaan, yaltu penelitian

terhadap data sekundar. Data sshkunder vaitu data yang

-t S e ——— e ey

gi?eraleh secara btidak langsung daril sumber utama
Data ini diperoleh melalui siudi  kepustakaan baik
berupa buku—buku, dokumern—dokumen, peraturan
perundang-undangan, majalah, buletin, vyang relevan

dengan masalah yang diieliti.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data digunakan untuk
memperolsh  hasil penelitian yang  valid. Karena

penslitian  vyang penulis  lakukan  adalah penelitian




4.

hukum normatif, maka dalam penelitian data dikumpulkan

dengan cara i

3.1. Kepustakaan
Yaitu cara pengumpulan data yang dikumpulkan
hepdasarkan literatur, majalah, surat kabar dan
sebagainya, yang berhubungan errat dengan masalah

vang menjadi pokok bahasan.

Penggolongan dan Analisis Data

Fenggolongan data adalah kegiatén merapikan
data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap
pakai untuk dianalisis. Anéliais daté bartujuan untuk

menyaderhanakan data dalam beniuk  yang lebih mudab

dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisa yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

Analisa Kualitatif

Yaitu analisa data Yano tidak dapat
diterjemahkan dengan angka—angka tetapi merupakan
peroyataan—parnyataan atau peEnjelasan. Dalam

pengounaan data kualitatif terutama dalam penelitian
vang dipergunakan untuk permintaan informasi yéﬁg
bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data
tercsebut tidak diwujudkan dalam bentuk  angka—angka,
melainkan berbentuk suatu penjslasan yang

menggambarkan keadaan, prosss; peristiwa tertentu.
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STISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laﬁmran ini disusun suatu
csistematika penulisan dengan maksud untuk  mempermudah
dalam pembahasan. Sistematika pernulisan  yang digunakan

sehagai berikut :

BAR I. PENDAHULUAN
Bab ini akan menoemukakan tentanc  latar belakang

masalah yamng shkan dijelaskan dengan alasan

penelitian judul dari penelitian ini dsngan  ruang

lingkup penelitian sinkronisasi vartikal antara
Undang-undang perpajakan dangan Feputusan Fresiden

izn . Adapun tujuan

15

khusus mengsnail w=aha pertak
dan mantaat penelitian.adalah untuk mengembangkén
ilmu penoetahuan di  bidang iimu  hukum. Fada
metodoloai penelitian akan dijelaskan lebih lanjut
tentang metode pendskatan, sumber data, serta

pengolahan dan analisis data. "

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bah ini diuraikan tentang teori yang ada
kaltannyva dengaﬁ sipkronisasi vertikal antara
Undang-undang perpaiakan dengan Feputusan

Fresiden mengenai usaha pertalksian.

BAB IIT. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

fiah ini berisi uraian mengenai basil penelitian




BAB IV.

vang didasarkan pada data s=s=kunder yaitu data

vang berasal dari studi kepustakaan, baik berupa

bubku-bulouy, dokumen—dolkumen, - peraturan
perundang—undangan, majalah, buletin, yang
relevan dengan masalah yang dit=liti. Sehingga

dapat diketahui bagaimana =inkronisasi vertikal

antara Undang-undang, Feraturan Femerintah  dan

Feputusan Presiden aengenaid pembebasan bea

masuk, Fajalk FPertambahan Nilai (FFN) dan Fajak
Fenjualan Atas Barang Mewah {(FPn BM) cleh usaha

peartaksian

FPENUTUP

Bab 1Y merupakan Fenutup vyang berisi  uraian
mengenai kesimpulan dan  saran  yang diharapkan
dapat bermanfaat bagi para pihak yang

membutuhkan.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang ténri vang ada
kaitannya dengan judul te=is yaliu Sinkronisasi Antara
Undang Undang Ferpaizakan Dengsn Meputusan Frasiden Mengenai
lizsha Pertaksian.

Sesuai dengan judul tesis, maka nab ini akan menyaljikan :
A. FEroduk hukum  yang  bimbul dari kekuasaan pengaturan
Fresiden

nh. Beberapa paraturan tentang FEN dan PFn BM

A. PRODUK HUKUM YANG TIMBUL DARI KEKUASAAN PENGATURAN PRESIDEN
Mengenai produk hubkum yang timbul dari kekuasaan
pengaturan presiden ini. penulis mengambil pandapat dari
& Hamid S Attamimi dan Soehardio Ss. A Hamid S Attamimi
herpendapat bahwa kekuasaan pengaturan presiden
“berpijak” pada Hukum Tata Negara. Dalam Hukum Tata
Negara yang dimaksud dengan kekuasaan pengaturan presidéﬁ
adalah kewenangan presiden sebagal kepala pemerintahan.
Sadanokan menurut  Soshardjo S= "herpijak pada
Hukum Administrasi MNagara. Dalam Hukum Administrasi
Negara norma yang ada tidék zama dengan norma yang ada
dalam hukum perdata mavpun hubkum pidana. Norma yang ada

dalam HMukum Adminiztrasi Negara adalah  tidak langsung

=0



s=liesai. Tidak langsung seleszai disini maksudnya apabila
ada suatu kasus maka dalam penyelesaiannya dilihat dari
Undang—undangnya, kemudian fturun ke peraturan yang ada di
pawahnya. BSuatu Undang-undang dibuat mempunyai arah dan
tujuan politik. Dalam Undang-undang itu tidak cemua
dijabarkan dengan jelas. Felaksanaan lebih lanjut dari
Undang-undang itu dengan Feraturan Femerintah.. Keputusan
Fresiden, Peraturan Menteri, dan seiterusnya.

Fekuasaan Presiden Republik Indonesia di  bidang
pambuatan peraturan secara jelas dicantumkan dalam Batang
Tubuh Undang Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 35 ayat
(1), pasal 2Z ayat (1), pasal 5 ayat (Z), dan pasal 4
ayat (1) dan Fenijelasannya sebagal besrikut :

Fasal S ayat (1) vang berbunyi :

Fresiden wm2megang kekuasaan membentuk undang—
undang dengan persetuican Dewan Ferwakilan Rakyat.

Fenjelasan tentang Fasal T ayat €1) Ui 1242 yang

berbunyi =

Eacuali executive power, Fresiden Dbersama—sama
dengan Bawan Ferwakilan Rakvat men jalankan
legislative power dalam negara.

Fagsal 22 ayvat (1) yang bBarbunyi :

Dalam hal ihwal keaoentingan yang memaksa, Fresidsn
berhak menetapkan  peraturan pemerintah sehagal
pengaanti undang-undang.

e

o

Fenjelasan tentang FPasal 22 WD 1945 vang berbunyi :

Pasal ini mengenal noodverordeningsrecht Frasiden.

Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar-

supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh
pemarintah dalam keadaan vang ganting, yang
memaksa pamerintah wuntuk bertindak lekas dan

tepat. Meskipun demikian pemerintah  ftidak akan
terlepas dari pengawasan IDgwan Perwakilan Rakyat.
Oleh karena itu Psraturan Femerintah dalam pasal
ini yang kekuatannya sama dengan undang-undang
harus dizahkan pula oleh Dewan Ferwakilan Rakyat.

21




Fasal 3 ayat (2) yang berbunyi :

Fresiden menstapkan peratuwran pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sehagaimana mestinya.

Fasal 4 avat (1) yang berbunyi @

Frosiden Republik Indonesia memsegang kekuasaan
pemetrintahan menurut Undang Undang Dasar.

Mengenai ketentuan pasal 4  ayat (1) ini, pada
L)

Fenjelasan tentang pasal 4 dan pasal I ayat (2) Undahg

Uridang DPasar 1945 disebutkan s

Fresiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam
negara. Untuk menjialankan undang—undano, ia
mempunyai kekuasasan untuk menstapkan FPeraturan
Famerintzh {pouvoir reglementairel.

FPada Ketetapan Majelis Fermusyawaratan Rakyat
Nomor III/ZMPR/1978 vang mengoantikan Hetetapan Majelis
Fermusyawaratan Rakyat Momor YI/HMPER/L1973 tentang
Hedudukan Dan Hubungan Tata kKeesja Lembaga Tertingogtl
Negara Dengan/ ﬁtéu Antar Lembaga— lembaga Tinggi Negara,

pada Fasal 8 ayat (3) tercantum kebteniuan :

Frosiden bercsama—sama Dewan Perwakilan Rakyat
mambeantuk lUindang—undang termasuk menstapkan
Undang—undang Anggaran Dan  Fendapatan Belanja
Magara.

A. Hamid &. Attamimi daliam disertaainya‘ yang
bzrjudul Feranan Keputusan Fresiden Republik Indonesia
Dalam Fenyelenggaraan Femerintahan Negara berpendapat,
para penyusun Undang Undang Dasar 1945 melalud Panigia
Kecil Ferancang Undang Undang Dasar, Sospomo dengan tegas

mengatakan, bahwa Undang Undang Dasar 1945 tidak

B
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menaounakan sisitem  trias  politika. . Oleh karepna itu
apabila dalam Fenjslasan Undang Undang Dazar 1945
tercantum beberapa kata yang berasal dari sistem trias
politika ataupun sistem lain, maka kata—kata tersebut
haruslah diartikan dam ditafsirkan semata-mata untuk
men jelaskan apa yang dimaksud dalam  Batang Tubuhnya;
untuk memberikan.pamjelasan bagaimana dalam sistem trias
politika atau sistem lain ketentuan dalam Batang Tubuh
tersebut dapat diperbandingian. ;

Dengan kata lain, apabila dalam Fenjelasan Undéng
Undang Dasar 1945 ditemukan kata—-kata dan peristilahan
legislative power, execut tve power, dan pouwvoir
reglementaire, maka pemahamannya harusliah dalam sistem
yang digunakan oleh Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945
sendiri, yang memang disusun berdasarkan cita negara dan
teori bernegara bangsa Indonesia sendiﬁi.a)

Dari wuraian di atas, maka berdasarkan Undang
Undang Dasar 124% dan TAP HMPR  MNomore ITIAMFPR/1978,
Lekuasaan pengaturan oleb Fresiden dikelompokkan menjadi
tiga kelompok ssbhagal berikut

1) kekuasaan legislatif yaitu berupa kekuasaan membuat

Undanog—undang dengan  persetujuan DFR dan membuat
neraturan pemerintsh penoganti Undang~undang.

Fakuasaan legislatif ini bersumber pada kestentuan UUD

pasal S ayat (1) dan pazsal 22 ayat (1) UUD 1945, Jadi

B) A. Hamid. B. Attamimi, Op. cit, hal.l45.
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produi hukum yéng timbul dari kekuasaan legislatif ini
yailtu Undaﬁg—uhdang dan Feraturan Femerintah Pengoanti
Undang-—-undang (FERFUY .

kekuasaan reglementer yvaitu Eekuasaan membuat

Peraturan Femerintah. kekuasaan reglementer ini

barsumbar padaéketentuan pasal 3 ayat (2)  uUUp 1945,
Jadi produk gukum yang timbul dari kelkuasaan
reglementer in? yaitu Feraturan Femerintah {(FF).

kekuasaan ehéehuiif vaitu kebkuasaan pemnerintahan.
Hekuasaan eksekutif ini bersumber pada ketentuan pasal
4 avat (1} UUD;1945.

Lo 1?45 tidak menvinggung sama sekali mengenai
produl hukum y%ng lahir dari pasal 4 ayat (1} ini,
tetapi pade paéal 4 ayat {(iy UUD 1245 dinyatakan
dengan ‘islas ;bahwa, Fresiden MEMegansg kekiasaan
pemerintahan. Kekuasaan pemsrintahan itu dilakukannya
"manurut Undané Undang Dasar'". Dimana-mana kekuasaan
peha*intahan ﬁengandung 2 uansur keluasaan yvaltu
kekuasaan memgtuskan {beslissende bevoegdheid! dan
kekuazsaan mengétur iregeleﬁde bevoegdheidl .

Dalam s?stem pemerintahan neoara menurut UUD

1945, presiden: dapat mEﬁgEluarkaﬁ :

a. penetapan. Fenetapan ini lahir karena adanya
kekuasaan mémutuakan pada presidsen.

G . ﬁeratUPan.‘i Feraturan inl lahir  karena adanya
cekbuasaan méngatuh pada presiden.




Baik penetapan maupun pengaturan  yang berasal dari
presiden dikesluarkan dalam hentuk yang formal yaitu
Keputusan Fresiden.

Belain Keputusan Fresiden, akibat adanya
kekuazsan eksekutif  tersebut, Fresiden juga dapat

mengeluarkan kebijaksanaan. Karsna Presiden adalah

Penyelenggara Pemarintahan, maka kebijaksanaan yano Ia
)

tetapkan dissbut kKebiizaksanaan Femerintah -«

1. KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
Sebagaimana telah diuraikan di atas, produk hukum
yang lahir dari pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1943

yaitu Keputusan Presiden dan Kebijaksanaan FPemerintah.

1.1. Keputusan Presiden

1.1.1. Pengertian Keputusan Presiden

Dalam Lndang Undano Dasar 1945 tidak
dizinggung sama sskali mengenai produk hukum  vyang
lahir dari pasal 4 ayat (1), baik dalam Batang
Tubuhnya maupun dalam Fenjelasannya, teotapi karena
adanya kekuasaan pemarintahan yang ditetapkan dalam
pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 17435 tersebut
maka Presiden dapat mengeluarkan kKetetapan yang
sifatnya mepetapkan dan atan mengatur dalam  wuajud

formal berbentuk Feputusan Presiden.

%) Ibid, hal. 186.
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Ketetapan Hajelis FPernusyawaratan Rakyat
Sementara Namor XX/MPRS/196& dalam lampirannya yang
merupakan memorandum Dewan Ferwakilan Rakyat Gotong
Royong tentang "Bentuk-bentuk Faraturan
Ferundangan™ yaitu selain Undang—undang/Feraturan
Femerintah Pengoganti Undang—undang dan Faraturan
Femerintah, ialah juga EKeputusan Fresiden. Tap

MERS Na. XYX/MPRS/19464 terssbut menouraikan bahwa

"peputusan Fresiden berisi keputusan yang ‘bEPSifat

khusus f{eirvnehlig) adalah untuk melaksanakan
tetentuan tUndang Undang Dasar  vang bersangkutan,
etetapan MFR dalam bidang ekeskutif atau

Feraturan Femerintah®, 10}

Menaenai caranan Kepuiusan Fresiden Republik
Indonesia dalam penyelenggaraan pamerintahan negara
menurut pendapat A. Hamid. g. Attamimi

=

mengelompokkannya menjadi 2 vaitu @

L, t’
)
jul

il
ey
m

(1} keputusan Presiden fungsl  pengaturan
yvang =ifatnya merupakan delegasian  Feraturan

Fensrintah.

1.,1.2. Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang
sifatnya merupakan delegasian Peraturan Pemerintah.

Feputusan Fresiden vang barfunesi pencaturan

10) Ibid, hal. 183
11y Ibid, nhal. 2335, .

P
i




yano 5ifat5§a marupakan delagasian Feraturan
Femarintah vaitu Keputusan Fresiden vang ber.si
ketentuan— ketentuan vano bersumber pada peraturan
yvang lekih  tingoi. Feraturan FPemerintah yaitu
peraturan yang berfungsi menjalankan Undang Undang.
Fembentukan Heputusan Fresiden yang
berfungsi pengaturan  yang sifatnysa merupakan
delegasian Fearaturan Femerintah mempunyai asas
antara lain :
Asaz Delegasi

Sebagai peraturan yang bersifat delegasian,

Eeputusan Frazidean harus tunduk pada
ketentuan—ketentuan delegasi. Delegasi dalam
hidang perundang—undangan ialah pemindahan/

penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan
dari pemesgang kswenangan asal yang memberi
dalegasi {(delegans? kepada yang menerima delegasi
{delegetaris} dengan tanggung Jjawab pelaksanaan
kawenangan tersebut ditangoung oleh delegataris
sendiri. Femindahan kewanangan fersebuit dapat
dibatalkan apabila tidak dilaksanakan dengan baik.
fisas delegasi imi dibagi menjadi asas delegasi

yvang tidak dibenarkan dan asas delsgasi  yang

cdimharapkan. Ada kalanva delegasi pengaturan dari

Undang—undang misalnya, lbepada Feraturan
Pemerintah diancogap tidalk pada tempatnya. Hal itu

terutama mengenai pengaturan yvang harus  dilakukan

B
]




cleh Undang—undang. sendiri, éekurang"kurangnya
dalam paris besar atau dalam pokok-pokok. Jugsa
mengenai perwujudan dasar daril  asas—agas negara
herdaszar atas hetkum (Rechtsstaatsprinzipien),
seperti perlindungan  hak—hak dasar manusia dan
warga negara, Jjaminan persamaan di depan  hokum,
penetapan pajak, dan lain~lain berlaku hal vang

serupa. MNamun demikian, terutama dalam pengaturan

Yang mambutuhkan flzksibilitas tinggil dan
kesigapan dan becepatan dalam menghadapi
petrubahan, serta kecekatan bertindak dalam

masalah—masalah yang mungkin timbul, maka delegasi
penaturan dari  Undang-undang kepada Feraturan
Femerintah adalah memang diharapkan.

Aczas dalegatus non potest delsgari.

K}

fAsss tersebut 4i atazs vang sering juga' dinyatakan
dengan delecata potssias non potest delegari  yang
berariti peEnserina delegasi tidal berwenang
mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pnemberi
delecasi, Berdasarkan asas ini maka Eeputusan
Fresiden yang bersifat delsgasian Feraturan
Fem=zrintah tidak boleh bhertentanaan dengan
Feraturan Femerintah dan Undano—undang vang

Berdazarkan asas ini kepotusan Fresiden berfunogsi

menjalankan Faraturan Feasrintah Yang




1.2.2.

Airibucy

mendelegasikannya. Sedangkan Feraturan Famerintah

berfunasi men jalankan Undano—-undang . Jadi
Keputuzan Fresidan herfungsi men jalankan
- .

Undang—undant.

Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang
gifatnya mandiri

Menurut pendapat A Hamid - S attamimi
Eeputusan Presiden yang bearfungsi pengaturan  yang
sifatnya mandiri, mateori muatannya dapat dijelaskan
sebagai berikut
tApabila materi muatan Feraturan Farundang—undangan

Negara yang kewanangan pembantukannya ada dalam

kewenanoan Fresiden diumpamakanlsama dengan A, dan

materi muatan Undang;undang!PERPU ditambah
Faraturan Femerintah dan ditambah lagi Keputusan
Fresiden yang hersifat delegasian Feraturan
Pemetrintah diumpamalkan Sama dengan B, maka materi
muatan Eeputusan Fresiden vang berfungsi
pengaturan yang sifatnya mandiri diumpamakan csama
dengan X, berlaku : ¥ =8a - B".
pi dalam kenyataan yang sshenarnyva, materi muatan
Keputusan Fresiden yang bearfungsi pengaturan Yyang
mandiri itu (X}, juga tidak benar—benar  merupakan

ziza yang murni, karena dalam linakup X masih

i

o
-

}

Ibid, hal. =47

3
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terdapat materi muatan YAang dalam praktek
"dipindahkan®" ke dalam materi muatan Keputusan
Fresiden secara tidak resmi  dan  tanpa panegasan
dalam peraturan perundang—undangan, yaituw hanya
aleh kebiasaan dalam kehidupan hetatanegaraan.ls}
Feputusan Fresiden yang berfungsi pengaturan

yang sifatnya mandiri mampunyal karakteristik
sabagal berikut i

a. Di bidang materi muatan mempunyal keterbatasan

dan keleluasaan. Eeterbatasannys vaitu tidak
baleh menggunakan materi mzatan Undang—

undang/FERFU dan Feraturan Femarintah vang sudah

dilimpahkan kepada keputusan Fraesiden yYANG
hersifat delegasian Feratuaran Femerintah.

Sedang  keleluasaannya yaitu dapat menjangkan
materi muatan Yang tidak dijangkau oleh
Undang-undang/FERFL maupun Feraturan Femerintah.

b. Sshagai Faraturan FPerundang-undangan mempunyail
unsur yang lenghkap yaitu @ norma hukum, berlaku

k=luar, dan berlaky amum dalam arti luss.

c. Tidak dapat membzbankan saniksi pidana dan denda

karena sanksi  ini merupakan kewWEnanoan dan
materi muatan Undang—undanc. MNamun sanksi

administratif dapat dibebanikan misalnya besrupa

pencabutan atau parubahan penstapan yang

Ibid, hal. 237

N




menountungkan.
d. Diundanckan dalam lembaran negara atau diumumkan
dalam hkerita negara.

Asas—as5as isdsum Limuim dan AE4AS—asAas

pembentukan Keputusan Fresiden berfungsi pengaturan [>
vang mandiri sama dengan asas—asas  yang berlaku ]
bagi peraturan perundang-undangan lainnya vaitu :
1} azas—asas formal, dengan perincian @
(al tu.:iu.an vang jelas
(b asas perlunya pengaturan ; £>'
{c}) asas materi muatan yana tepat ;
{(d) asas dapatnya dilaksanakan j
(2} asas dapatnya dikenali.
asas—asas matarial, dengan perincﬁan :
{a) asas sesual déngan cita hukum IndonsEsia  dan
norma fundamental negara 3
(b} asas sesuail dengan Huokum Dasar Négara H

{c) asas sesual denagan prinsip-prinsip negara

herdazar atas hukum, dan

{d) asas sesual dengan prinsip-erinsip
Pemerintahan bsrdasar . sistem konstitusi.

Keputusan Fresiden yang herfungsi pengaturan
vang sifatnva mandiri, herada dalam bidang

kebijakan Famerintahan yang tidak

[
[
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terikat.l')

Contoh Esputusan—keputusan Fresiden

yang

berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri,

misalnya

- Kepuitusan Fresiden Nomor 319 Tahun 1948 tentang

Rencana Pembangunan Lima tahun Yang Fertama

— Keputusan Fresiden Nomor 28 Tahun 1275 Tentanag

Perlakuan Terhadap mereka Yang Terlibat G.30

Golonoan C. 151

S/PKI

Keputusan Fresiden yang cerfungsi  pengaturan

yang sifatnya mandiri seperti  di atas merupakan

kebijakan Femerintah di bidang ketata—negaraan.

dari itu penelitian tentang Feputusan Fresiden

Maka

yang

berfuncsi pengaturan yang sifatnya mandiri merupakan

obyek penelitian bidang ilmu Hulkum Tata Negara-

Fokus ilmu hukum yvang  ingin penulis  telitid

adalan Hukum Administrasi Negara, karena

Keputusan Fresiden yang Barfungsi  pencaturan

sifatnya mandiri, tidak dianalisa ocleh penulis,

penelitian ini.

1.2. Kebi jaksanaan Pemerintah

1.2.1. Pengertian Kebi jaksanaan Pemerintah

Smcara harafiah kebijzksanaan pemerintah

th

14) Ibid, hal. 35é
Thid, hai. 23

14
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herazal dari kata kebijaksanaan dan pemarintah.
Fenooupaan istilah  kebijaksanaan (policy?) dan
pemerintab masih ditemui adanysa keragaman.
Untuk memudahkan pemanaman, maka Dberikut ini
dikemukakan pendapat dari beberapa ahii, sebagai
harikot '
-~ kebti jaksanaan (policw?
(a) Jamss E Anderson
tebijaksanaan (policy! adalah serangkaian
tindakan vang mempunyai Ltoiuan tertentu
vang diikuti dan dilaksanakan oleh s20rang
pelaku atau sekelompok pelaku GuUnAa;
1413

memscahkan masalah tarteniu.

(b2 riend

kebijaksanaan adalah suatu posisi  yang,

zekali dinyatakan akan mempengaruhi

veberhasilan keputusan-keputusan yang alkan
. . i7)

dibuat di masa datang.

{c) Carl., J. Friedrick

menguraikan kehi jaksanaan sebagal
serangkalan tindakan YANG diusulkan

zesearang,. kelomppok atau pemzrintah dalam
suatu lingkungan tertentu dengan

menun jukkan hambatan—hambatan dan

14y James
Fuhlishers, New York, 1979, hal. :Z.

E. Andsrson, Fublic Folicy Making, Fraeger

Friend, J.M. Fower and C.J.L. Yawlett, Fublilk

Flanning ¢ The Inter Corparate Dimentian, Tavistock,

London, 1974, hal. 40.

-er




kesempatan—kassmpatan terbhadap pelaksanaan

usulan kebijaksansan tersebut dalam rangka
. . 18)
mencapai tuijuan tertenitua,.

- pemerintah.

{a) A. Hamid. 5. Attamimi berpendapat
% nemarintah berarti Lalkuasaan yaﬁg
mamerintah suatu negara atau daerah nagara
atan kskuasaan tertinggil dalam sesuatu
negara atau badan tertingoi yéﬁg
memarintah sesuatuy negara atau pelalku atau
pemagans _rzu.esnf.:.tr*ii‘;*-.:rz\l"san,l':"}:j
(b} Wirjono Frodiodikoro
E penoartian pamerintah dapat dibaoi menjadi
? diia, dalaﬁ arti luas dan ==smpit :

* pengertian pemerintah dalam arti luas &
meliputi seluruh  fungsi  atau  kegiatan
kLenegaraan, dalam hal Negara Republilk
Indonesia =2lain maliputi fungsi

| Fresiden, Juga meliputi fungsi @ MPR,
? LR, MA, OF4, dan BPRE,

¥ pengertian pemerintah dalam arti sempit:
meliputi  fungsi  Fresiden saja, tidak
termasul fungsi—fungsi lembaga-lembaga

18} Carl J. Friedrick, Man and Hiz Governement, MeGraw
Hill, New York, 1943, hal. 79.
19 A. Hamid. B. Atfamimi, Oo. <it, hal. 113,




Nespara Tertinggil dan Tinooi tersebut.
(c} Moh. kKusnadi dan Marmaily Ibrahim

panoertian emerintah  dalam uub 1245

il

bukanlah menvalenggarakan fungsi eksekutif

cemata—mata melainkan juga fungsi  lainnya

yang tidak tarjanakau oleh fungsi
legislatif dan fungsi yudikabif. Dengan
parkataan lain, Femerintah selain

melaksanakan atau menjalankan peraturan
huokum | yang ditetapkan oleh l=mbaga
legizlatif juga menialankan hal-hal lain

yang memang mendadi thasnya. Dangan

perkataan lain lagi, fungsi pemnerintah

. . 213
iebih luas dari pada fungsi sksekutif. 21

Jadi ‘kebijiaksanaan pemerintab adalah -

sarangkaian tindakan pemarintah (prasiden) yang

'

mempunyai  fujuan tertenty vyang diikudi dan

dilaksanakan oleh pemerintah guna memecahkan

masalah tertentu.

Dalam I1lmu Hulum dikenal I=stilah

Eehijaksanaan Publik. Fara ahli pada umumnya

hernendapat bahwa kebijaksanaan puklik Sama
dengan tindakan—-tindakan YA dilakukan

Wirjono Frodjodikoro, QZ&as-32Z48 HsPum Tata Neoarsa
Indonesia, Dian Rakyat. Jaka rta, 1977, hal. 38.

213} Moh. kKusnadi dan Harmaily, Fenuaﬂta" Hukum Tata Negara
Indonesia, Fusat Studi Hk. Tata Megara Fak. Hi.
Ul dan Sinar Bakti, Jakarta, 1981, hal. 171.

]
i




pemerintah. Timdakan—-tindakan yang dilakukan

nleh pamerintah identik dengan kebijaksanaan

pemerintah. Maka dengan kata lain kebijaksanaan

publik identik dengan Lebijakeanaan pemerintah.

flenurut pandapat James "E  Anderson  yang

telah diireriemahkan oleh Bambang Sungoono  dalam.
bukunya yang barjudul Hokum dan Hebijak;n
Fublibk, kehijaksanaan publik adalah
kehijaksanaan—kabijaksanaan Yyang dikembangkgn
=leh tadan—badan dan nejabat pemarintah.

Implikasi Hehijaksanégn publik tersebut adalah

1) EBahwa kebijaksanaan publik ptu selalu
N b
mempunyal  tujuan tertentuy  atau mearupalkan

tindakan vang berorientasi pada tujiuvan j
2y  REahwa kebiiaksanaan itu berisi tindakan-—

tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-

=) Bahwa kebijaksanaan itw adalah apa yang
benar—henar dilakukan olsh  pemerintah, jadi
bukan merupakan pemerintah bermaksud  akan
melakukan sssuatu atau menyatakan akan
melakukan sasuatu j

4) EBahwa kebijaksanaan publik itu bisa bersifat
positif dalam arti merupakan bheherapa bentuk
tindakan pemerintah mengenai suatu masalah
tertenty atau bersifat negatif dalam  arti

merupakan keputusan peljabat pEaerintan untuk




tidak melakukan sesuabu

Bahwa‘ ke

T

i

Yang positif

ijakzsanaan

didasarkan

pemarintah dalam arti

atau s2lalu

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan

2

dan hersifat memaksa (otoritif).”

1.2.2. Asas-asas
Republik Indonesia

Fada Sub Bab 1.1.Z di
bhahwa kebijaksanaan pemerintah dalam

positif didasarkan atau s=lalu dilandaskan

Pembentukan

Kebi jaksanaan Pemerintah

dikemukakan

atas
arti vang

pada

patraturan perundang—undangan dan bersifat
memaksa. Ini mengaEmdunc pengeriian bahwa

kebi jaksanasn

ayarat asas "legalitasz”

fizas legalitas  ini

@

berikut.

HUD 1945 vang bun

-
o

in

e

u

e e amaka

Dasar necara

=yatl susanan aegara

berkedaulatan rakvat dengan

Eetuhanan Yano

Femerintah R.I

dapat

7
Y

disusuniah
Indone=sia itu dalam dalam
Indonesia,

Maha Esa, kemanusiaan

-

Berdasarkan isi

harus memaenuhi
vaitu berdasarkan hubkum.
dijelaskan sebagai

{

alinea ke—-4 FPembukaan

an

kemerdelaan kebangsaan

zuatuy Undang Undang

vang  terbentuk  dalam

Hepublll Indonesia yang

berdasar kepada
yang

adil

dan bsradap, pﬁvﬂafuan Indonesia, dan kerakvatan

vang dipimpin olsh
permusyawaratan /7

rakvat Indonesia®.

22

}

RBambang

lRittmat
perwakilan,
mewttjudbkan suatu bkeadilan

dalam
dengan
smluruh

kebi jaksanaan
serta

zosisl  bagi

Sunggono, Hubum dan Eebijakan Fublik, Sinar

Gratika, Jakarta, 1274, hal.

o
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-
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Perdasarkan isi alinsa ke 4 Fembukaan UWID 1245

atas sudah jzlas bahwa

I
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Pancasila menjadi asas dasar dan falsafah semua
bentuk peraturan perundangan dan kebijaksanaan
pemerintah Republik Indonesia.

Menurut pendapat Soshardio 8= dalam
bukunya Hukum Administrasi MNMegara yang perlu
untuk sslalu diingat dalam menafsirkan ketentuan
dalam Hukum Adminishrasi Negara, kita tiﬁak
holeh melupakan bahwa ada asas-—asas  hukum yéng
mendasari hukum pada unumnya dan masino—masing
bidang bhukum pada khususnya. Asas 'yapg
menda=ari hukum pada umumnya dibagi  dua, yaifu
asas konstitutif dan asas rogulatif.

Sebagai asaszs konstitutif ialah

— as=as kausalitas {(asas sebab akibat)
- azas dapat dipertanggungjawablan

— asaes ekonomi (singkat dan jelas)

-~ asas harmoni (keserasian)

Szhagai asasz regulatif vang  Juga marupakan
penjabaran dari asas keonstitutif antara lain :

- asas bonafides (itikad baik}

~ az=as asguitazs (kelavakan}

- amazs culpa dan dolus (kekhilafan dan

Eessnoa jaan)

-~ asas dignitas humanan {(harkat dan martabat manusias}




Fhusus untuk "Hukum Administrasi Negara®

asas konstitutifnyva adalah :

1

asaz excepticnel (perkecualian dalam keadaan
tartentul
- asas pencabutan hak dan panti rugi

— amas pemerintahan yang baik

0

Sedangkan asas regulatifoya adalah asas salwus
publica {(kesajahteraan masyarakat).

Negara Republik Indonesia (RI? adatah
negara  hubkom. Maka dari itu kEdbijaksanaan
FPamerintah RI harus mendorong terwujudnya negara
hokum.  Menurut pendapat Scoeshardio s Buru Besar
Ilmu  MNegara, unsSur—unsur yang mendorong

terwu judnya neoara hukum ialabh

- Femerintahan bsrdasarkan wndang—undang., yang

Lr

herarti bahwa semua kewsnancan yang ada pada

pemarintah harus didasarikan pada Undang Undang

Dasar ataun parsturan perundang—undangan

léinnya. !

- Hak asasi, ialah hak-hak dasar manusia‘ Yang
fharus dihormati oleh pemarintah

— adanya pembacian kekuasaan yaitu bahwa ;
kekussaan pemavinfahan tidak dapat dipusatkan

di satu tangan, tetapi harus dibagi-bagi pada

hermacam-macam orang atas badan  pemerintahan,

?3) Soshardio S=. 0p. cit, hal. Z7.




- pengawaszan oleh pengadilan,

yang zaling mEngawasi za2rta memelihara
keszimbangan antara berbagai organ tersebut

vaitu bahwa
tindakan tindakan pemesrintah dapat diajukan

pada pangadilan, yang mempunyai kedudukan yang

baebas dari penoarth pemerintah, agar

0

tindakan—tindakan tersebut dapat ginilai oleh

pengadilan, tentang zyah atau tidaknya
24}
hRerdasarkan huokum. 2
fA=as Eahwa tindakan {kebijaksanaan)

pemerintah itu harus berdasarkan hokum  juga
disebut asas "legalitas". Asas legalitas
peEnting untuk m=nilai apakah organ  atau aparat

pemerintah Y ENg bersanghkutan benar—benar

)

mempunyai kewsnangan  untuk melakukan tindakan

itu, sshab kalauw tidak maka tindakan tersebut

n tindakan n tidak syah.

_.
bl

marupak

<,
m
102

5 Ferihal
apakah organ peamerintahan tersebut benar~5enar
menpunyal kewsnangan bertindak dapat diketahul
dari cara kewsnangan terssbut dipsarolehnya. éda
dus cara bagi  OPgan ﬁemerintahan mempernleh
Lewenangan. bertindal. Fertama, kewenangan
terasbut diherikan oleh pesmbuat  wndang-undang
sendiri, FKEedua, kewsnangan . terssbut diperoleh

dari argan pemerintahan yang lain yang memiliki

P
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Lewanangan tersebut bardasarkan peraturan
perundang— undangan yang ada.

Spehardjo S  berpendapat dalam huloum

)

administrasi necar (HAK?} dikenal bebetrapa

istilah tentang cara memberikan kewenangan pada
organ pamerintabhan yaitu :
1) Atribusi.

Atribusi dalah pemberian kawenangan

sleh  pembuat  undang—undang  sendiri kepada

suatu organ pamerintahan yang baik vang sudah

— b ——

ada, maupun vang baru sama sekalil. Adapun

pembuat undang—undang yanc berkompeten untuk

mn

mengatribusikan kewenangan itu, bisa pembuat
undang—undang sendiri (pembuat wndang-undang

yang orisinal), bisa jusa pembuat peraturan

perundang-undangan di bawahnya, yang
dibarikan delegasi untuk mengatribusikan

Lewsnangan terssbut, misalnya dalam  suatu
ketentuan undang-undang diserahkan kepada
peraturan pemerintah  untuk mengatribusikan
kewenangan it kepada suaty araan

pemarintahan.

2) Delegasi.
Delagasi kewenangan pemarintahan yvaitu
bilamana zesuatu araan pemaerintahan

menyerahkan  kewenangan vyang dipunyai itu
. |

-
1

kepada organ vano lain, vang selanjutnya akan

41



melaksanakan kewenangan tersebut menggantikan

i mengandung suatu

in

argan yang ssmula.  Delega

penyesrahan yaitu apa  yand zemula adalah
kewsnangan =i A, untuk selanjubnya menjadi

kewsnanoan i B. Fenyerahan kewenangan ini
dapat dibsrikan baik untuk sehagian atauvpun

yvarat. Organ yang talah menerima

N
12}
f
b1
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W
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i3

delegasi {delegataris) akan melaksanakan
kewenangan sendiri, bertindak atas nama dan
kuasa sendiri. pilamana teriadi pengaduan
terhadap suatu keputusan yang didasarkan atés

delsgasi, maka delegatarislah yang menahadapi

hal 1itu.
Mandat.

Mandat yaitu bilamapa suatu ngan
pemerintahan Y& MMt it 24 Voueratiyan
melakukan tindakan pemerintahan, dalam
keﬁyatannya ia tidak dapat melakukannya

cendiri, maka ia moewakilkan kepada pejabat
bawahannya untulk atas nama Qrgan melakugan
tindakan yang menjadi wewa2nangnya. Dalam
mendat ini tidak ada pengalihan Lawsnangsaia
sehab kewenanoan tersehut tetap melakat ﬁgda
vang mamberi mandat {mandans) dan argan
terspbhut  tetap bertanagung jawab,. karena

keputusan atau tindakan s=cara formal tetap

diangnap sebagai keputusan @aupun tindakan



mesy
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mandans.

B. BEBERAPA PERATURAN TENTANG PPN DAN PPn BM

1. Undang-undang Tentang PPN dan PPn BM

Dalam kurun waktu 1984 =ampai denogan 19%7

undang—undang Yang menoatur  tantan

pemungutan  paiak

pertambahan nilal (FEPN) dan pajek penjualan  atas harana

1
[ )

mewah (FPn BM) telah mengs

ami =atu kali perubahan. Fada

tanggal 1 Desember 1783 ditetapkan Undang-undana Nomor a8

mbahan

11
1
[
af]
-
0
m
=
it
[}

tahun 1983 tentang
Jasa dan Fajak Fenjualan Atas Baréng
dikenal dencan nama UY FFM 1784,

Mopember

Fad= tangoal g

Undang—undana Nomor 11 tahun 19294 ten

Milai Barang dan

Mzwah, yang 1labih
1974 ditetapkan

rang Ferubahan Atas

J4H]

Undang=-undang Nomar g tahun 178% tentang Faiak

Pertambahan Milai Barano @an ./ Jasa dan Fajak Fenjualan

Otas Barang Mewah. Tidak semuis ketentuan vang ada  pada
Undang-undang Nomor & tahumn 1983 itu  dinbah, tetap:i

hanva beherapa keitantuan Saja.

-4

menuenal

beharapa katentuan itu dilakukan dalam upaya unituk selalu

meniaga agar perkembangan  peErekonomian dapat tetap

berjalan sesual dengan kebijakan

bertumpu pada Trilogi Fembangunan maban

dalam GEHM, berkaitan dengan aspehk

bentuk-beniuk dan prakisk penyelengos

25) Ibid, hal. Z%9.




terus  barkembang, sehagaimana disabutkan dalam

e

an

Ta)

konsideran Undang-undang Momor 11 tahun 1994,
So=uai dengan judul tesis yang akan penulis teliti
tentang sinkronisasi antarsa Undang-undang  dan  Keputusan

Fresiden tentang perpajakan untuk usaha pertaksian yang

dihebaskan dari bea masuk, Fajsk Fertambanan Nilai (PPN}

I1T.

1.1. Sejarah PPN dan PPn BM

Sochmas Sosmitro dalam bobkunvs Fajak Fertambahan

]
}
a

n]
¢
KL
L)
ot
]
o
-
a3
[y
=
i
|“‘

Milai edisi revisi menyabakas

{UUFFe) untuk

o
1
m
Ll
1y
"3
L
s

diundarngkan Undang Undang Faiak
pertamakalinya. vang dikenakan FFa  adalah setiap

peredaran barang yang diperiual belikan kepada pembalii.

Foe ini dikenakan dencan tarift 2% pada sstiap peralihan

Manginoat wak i it rakvat, oedadand MmaupLun

administrasi oadak belum mencapai  tingkat csedemikian’

rupa sehinoaga dapat melaksanakan FfPre dengan baik, maka

akhirnya UUFFe ini  mengalami  kegagalan  dan diganti

o
-2




dengan WU Fajak Caniualan tahun 1931 (UU FFn 19511}«

FEn mengeluarkan pajak  atas penyetrahan barang
yang berwdiud yang dizerahkan olsh pabrikan dalam
daerah pabean dalam ranghka perusahaannya kepada si
pembeli. Yang dijadikan dasar peEnsenasan pajak
panjualan dari FFn ind ialah harga jual yang ditentukan
oleh pabrikan. Fajah Fenjualan ini terutang pada  saat

penyerahan barang kena pajak, tetapi pembayarannya

dilakukan setelah saat harga barang itu diterima oleh

pahkrikan.

Esnggunaan  harga ual barang sebagai dasar
peEngeEnaan pajak perniuvslan taeraschut memunokinkan

b

terjadinva pemungutan paiak berganda, yaitu barang
(hahan) vyang %elah dikenakan FFn szbelumnya jika
dimazukkan dalam produksi barang, dan produk  (hasil
produksi) itu dijual, maka PPn dikenakan sekali lagi

atas harga barang yang  sudah splesai diproduksi ity

vang di dalamnya sudah tormasuk  Ybarang  ataw  bahan”
vang telah diksenakan Pen seshslumnya.

Di samping FPFn atas penysrahan  barang  juoa
dinungut FPn atas penysranan Jasa. slkan tetapi tidak
ammua  jasa  vano dikesnakan PP, melainkan hanva

jasa~jasa terteniuy saja  yang ditentukan oleh Undang

tindang mizalnya Jjasa Notaris, jazsa Akuntan, iasa

i
i

Adwvolat, makelar dan banainya semua  ada 18 macam

jasa.

Fenysbutan yang dilakukan oleh Uy #rn 1931 itu

]

o
In




penyebutan secara terbaias. aArtinva ialah EBahwa di

dalam UU FFp 1931

|-

luar jasa-—jasa yang dissbut o
tersebut tidak ada jasz lain yang dikenakan pajak.
Selanjutnya menurui Rochmad Scemitro pada tahun
1993 divndangkan Undang Undano dNo. B tahun 1983 tentang
Fajak FPeritambahan Nilai Ataz EBarang ﬁan Jasa (Ul PPN

1994). U FEN 1984 ini dapat menghindarkan teriadinya

-

najak ganda seperti yang fterdapat pada U4 FPFn 1951,
Larena di dalam PPN 1984 dimungkinkan memperhitunokan
pajak vang telah dibayar pada waktu pembelian. Jadi
menurut ) FEN 1984 apabila telah dibavar paiak atas
barang—-karang baku atau bahan-—bahan vyang dipergunakan

dalam =usty prodogksi barang jadi,  @maka FFR YaNg

Bl

diterima dari =i pembeli dapat dikurangi dengan PPN
atas bahsn-bahan wvano telah dibayar oleh pabrikan  vyang
digunakan untuk memproduksi barangnya. Dengan demikian
walaupun FPN  tampaknyas dikenabkan berkali-kali pada
setiap jalur perusahaan namun =f2k bergandanva dapat
dinindari denoan adanva kredit paiak (pajak ke2luaran -
pajak masubkanl.

Uy PR 1984

e
[
i)
i

memuat ketentuan @maEngenail PP

(Faiak Penijualan) Atas Barang Mewah yvaitu pada pasal oS
ayat (1) huruf a dan &, sebagal tambahan atas FFM.

P

Artinva. atas penverahan barang mewah atau impor barang

mewah, dizmampina dikenakan PPN juga dikenakan FPn atas

24) Rochmad Scamitro., Fajak

o gk
sco, Banduno, 1990, hsl.
27 Ibid, hal. 1Z.

~tambanan Milai, BT Eps-




barang mawah. Hstentuan mengsnal kelompok barang  yang

dikenakan FPR atas barang mewah diatur oleh  Feraturan

Femerintah.

Eacdz tahun 1924 diundanckan btndang Undang Nomor
11 tahum 1994 tentang osrubahan stas  Undang  Undang
Namor 8 ftahun 1923 t=ntang Fajak Fertambaban Milai
Earang dan Jasa dan Faiak Panjualan Atas Baranag Mewah.
Dalam konsiderannya disebutkan Undang Undang Nomor 11
tahun 1994 dimaksudkan untuk menyempurnakan  Undang

Undang Nomopr 8  tahun 1937 terutama dalam hal vyan

inl

berkaitan denpagan kemudahan administrasi  dan kepastian

e e e L e eSS e

e cat e AT

hukum.

Dalam Femnislaszan atas Undang UYndang Nomor 11
tahun 19%4 dissbuitkan bahuwa o

" Dengan pesatnya perkambangan sosial skonomi  sebagail

1]

lohalisa
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my
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fomt
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3
i
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et
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i di berbagai

T

bidang, disadari bahwa banyak hentuk-bentuk aktifitas

W

vang aspeabk perpajakannya belum diatur ataud belum cukup
diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1923, Selain

ity Undang Unhang terseh

f belun  sepsnuhnya MEnampung
amanat dalam Garis-garis Besar Halwan Negaras 19935

Oleh karena ity maka dipandang sudah  saatnya untuk

izbih  lanjut dalam penislasan Undang Undang
Nomor 11 tahun 1574 dijslazkan bahwa 3
" indang Undang Neomor 8 tahun 1283 tantang Fajak

Fertambahan Nilai Barang dan Jasa dan  Fajak Fenjualan
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Atas Barano Msawah vyang berlaky ssizak 1984 sebagai
penccanti UYndang Undang Fadak  Fenijualan  tahun 1931,

merupakan landasan hulkum  dslam

ea]
m
2
W
i
)
i
i1}
o

Lonsum=i di dalam neg=ri®., Undang—-undano bNomor 11

Tahun 1994 ini muiai berlaku mulai  tanggal 1 Januarid

1925,
Jadi landazan hHukum  dalam pEngenaan Fajak
Fertambahan Nilsi Atas Harang dan Jasa (FPFN) dan Fajak

Fanjualan Atas Farang Mewah (PP ABM)  vyang berlaku
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(1) pasal-pasal Undang Undang Nomor 2 tahun 1983 yang
tidak dirubah atau dissmpurnakan isinya  denoan

Undang Undang Nomor 11 fabhun 1994 (WU PRN 19845,

{2} pazali-pasal Undanc Undang Momor 11 fahun 1994
atauw  Undang-undang  Ferubshan  Falab Fertambahan

Milai 1984 (! Perubahan FPFN 1924).

L
i

1{]

Dengan ata l1ain Undang—undan tentang Fajak

s

Fertambahan Nilai vang barlaku yaitu U4 PFN 1284 dan UU

Forubahan PPN 1784 (L WHomor 11 tabhun 1994).

2. PERATURAN PEMERINTAH

2.1,

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Dalam UUDR 1745 pazal 3 avat (£} telah disebutkan

untulk manjalankan atau mENQatur l=bih Janjut
suatu atau behersos ketentuan dndang—undang

dilaksanakan oleh Ferastaran Femerintzah

pajak atas




=0 ialah peraturan untuk
menjalankan” undano-~undang. Peratoran ini dicipiakan
gleh UUD 1945 secars khbusus  untuk menjadikan sebuahk
undang—undang dspat berfungsi =sbhagasimana mestinva,

misalnya berfunasi merinci ketentus

[
il
2l
|
m
vl
it}
3
o
[
[5H
3
s
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bl

menentukan ambang batas. mencatur feknik pelaksanaannya
dan ssbansinva.

Menurut pandapat &, Hamid 5. Attamimi  Peraturan
Femarintah mampunyal cirvi-ciri khosus sshagai besrikut @
1} Paraturan Pemerintash tidak danat mencantumkan sanksi

pidana atau denda apabila vndano-undang vana khusus

"dijalankan" oclehnya +tidak mencantumkan sanksi

undang-undang vang bersangkutan  tidak  memintanva
dengan tegas-isgas  atauw meski  undang-undano §tu.

tidalk manvatalan

[y
bi}
—
1
el

ketentuannyva tentang perlunya
sebuah Feraturan Femssintah.

3} Sebacsimana

peraturan iebih timgoi {dalam hal ini

undang-undang) , =ustu. Peraituran Femarintah  tidak

- 7

teri yvang aca  dalam  undang—undang

I

apat mengubah m

[T

m
—+

n

o

[T

¥ "dijalankannva”, tidak menambah, tidak
mengurangl, dan  tidak menvisipi  suatu ketentuan,
saerta tidak memcodifikasi materi dan ponaoertian YAang

telah ads dalam undang-undang yano meanjadi induknya.

4) Dari nama yang 4i

1
I~
=]
T
m
Jt

ikan oleh WD 1943 s=ndiri  dapat

2y Buwatu Feraturan Femsriniab dapat dibentuk meski

va4 pEraturan yvano "menialankan”




n

Hiketahui, susty FPeraturan Pemsrintah hanva dagat

berisi peraturan (regeling) 3tau kombinasi oeraturan
dan peneiapan (Leschikbing) namun tidak dapat beri=si

i
TR

3
i}

hanya oZnetanan csems Ta. Fenstanan YAMG

diperlukan untuk menjalankan undang-undang ialan

Fecuali apabila sangat diperlakan suatu Feraturan
FPemerintah tidalk mendelegasikan lagi kewsnangan Yano

dipsrolehnys kenada paraturan vang l=2bih rendab,

karena Feraturan Femesrintah memang diciptakan  untuk

dapat menjalankan undanc-undanc. foabils  suatuy

il
W]
s
i}
T
I
m
4
]
ot
o
3
by
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undano-undann sudah digalank

b3
it

Femerintabh namun masih mEaerlukan szngaturan lebih

lanjut lagi wntuk meEnjalanusan “etraturan Pemesrintah

Hubungan antara UU dan PP

Dari seoi materi pengaturan maka suatu Peraturan

Femerintah tidak 2apat mengubah matsrl vang  ada dalam

tidak menguranoi, tidak menvisipi  sesuatu ketentuan,

=~ta btidak

hill
m
3
]
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amoadifikazi mater: dan penoertian vang

alam Undang—undan
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e
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a
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menjadi indubknva.
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sudah cukun membatr

Femerintabh.

untulk

H = Y el
1945 gaszal S ayat {Z)

srmatur  lebih landut suatu  atauw
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HASIL PENELITIAN

Eab ini berisi uraian menoenai hasil penelitian vang

didasarikan pada dats sekundsr vaitu data wang berazal  dari
tudi kepusitzkaan, balk berupa buku-buku, dozumen—dolumen,

peraturan perundang—undangan, majalah, buletin, vang ralevan

|
1
b
:
b

A. Peraturan Tentang PPN dan FPn BM Untuk Usaha Pertaksian
Serdasarkan metztapan MPFRDE No. XY/ MRERS/Z 19564

‘Braturan Farundano—undangan,

T

tentang Tata Uit an
peraturan oerundang-undanosn vano lehih rendah  tingkat

hirarkinya fidak Loieh berbten tanoan denaan

nerundang-undangan Yano barada oada nirarki Y&
iskih atas.
Menurut pendacat Soerjono Soekanto gan Sri Mamudj
.
dalam pernelitian tertnasian zinkronizsast peraturan :
i

maka vano disslifi adalan  =samaal zeiauh  manakah  hukum
=)
E5 .

Femelitisn terhadap sinkronisasl  S2Cara vertikal

vang diteliti adsalah perundang-undangan suatu bidang
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hukum tertentn dalam persoekiif hirarkisnva. Fenalitian

vang demikian ini duma narus  didasarkan pada fungsi

tiap—%iap cerundang-undangan tzrsebut masing—masing

raf kesesuaiannya akan diketahui dengan ielas.

1]
m
g
2
i}
D
w
ot
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Mizalnya suatu Feraturan Pamerintah vang s2tinokat lebih

rendah  dari  dndanoc—undanc mearucakan peraturan vAang
dicintakan untuk manjalankan atay melaksanakan
300

Undang—undang.

Berdazarkan penjelasan di atas. hasil penelitian

imi akan menulis  uraikan sinkronisasl sSeCars vertikal
antara Undang-undang, Feratusan Bomerintah dan  EHeputusan
Fresiden vano meniadi dasar pembebasan  FEFN dan Fra B

untuk usaha pertaksian.

1. Undang Undang PPN dan FPnn BM /’
4.1. Undang Undang No. 8 Tahun 1983

indang  Undang  hNe. 32 Tahun 178%  Tentano Faiak
Fertambahan Nilai EBEarano DRan Jasa Dan Faiak
Perniualan Atas Barang MeEwah. Dalam Undano Undang
Mo, 8 Tahun 19ET pasal 4 avat 23 haruf B

it, hal. 29

gara Na. 31 Tahun 1983
tambahan Nilai Rarang
tas Barano Mewah.

T9) Reonny Hanitijo Soemiiro. OD. C
T1) Republiik Indcones i
Undano-Undang Tar
Dan Jasa Dan Faj




i oavat (Z¥ huruf D tergebut  dapat kita

Pertambahan Milai, diatur lebih lanjut dengan

pelaksanaan dari

0

Papraturan Pemerintah - sebag

o
b}
-t

tindang-undano.

Fepaturan pemssrintan Mo, 38 Tahun 1987 sebagal
i nelaksanzan Undana Undang 4o, 2 Tahun 1987 dalam

pasal 8§ menyebutkan :
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T
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sk fFertambahan HMilai
zal 4 avat (Z) huruf b
!

Undang-Undang PPN 1784, agal ja=a vang dilakukan
olash Faghorang atau Eontraktor atau Sub

ey

Fontraktar" . 320

dapat kita ksiahui iasa  vang dikenakan Faiak

jasa wvang dilakuakan

Fertambahan dNilai
aloh Fembarono ateau Hontrakior stsu Sub  kontraktor.
Jasa vang dibesrikan smlain ol=h Femborong  atad

Kenterazkitor a%

pelayanan kepsada masvarakat wvang Derups jaza di

hidang angkutan. Jasa vang diberikan olen usaha

certaksian ini tidak Termasul Vano

]
1
-
i
i
in
I_J'

Faprtamhahan Mil

32) Republik Indonasia, LemBaran Megatra No. 3T Tahun 1%B3
Parat intabh Tent =1 a=n Lindang Undang




dalam pasal & Faraturan cemarintsh  MNo. B Tahun

1983, arena itu herdasarkan Undang-tndang Mo, B

No. =8 Tahun
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Tahun L1983

198% cebagal pelaksanaan. usaha pertaksian

dibehasian dari FPaliak Fartambahan Milai (FEN).

Undang Undang No. 11 Tahun 1994

Undang Undang No. 11 Tabun 1994 ini merooakan
perubakan dari Undana Undang hNo. B8 Tahun 1983.
Tidak semua ketentuan vang ada daiam Undang Undano
No. B Tahun 1983 dirubah. Hanya Leberapa ketentuan
dalam Undang bndano NMo. B Tahun 1283 vang dirubah

sepetrtl vang dizebutkan dalam konsidarannyas dalam

upaya untuk selalu man iaga anar petkembangan
perekonomian dapat tetap berjalan s=sual dengan

Lebiizkan pambangunan  Yang hertumou  pada  Trilooil

fembangunan sebagaimana dizmarnatkan dalam Garis
Garis Besar Haluan Negara, dan agar iebin dapat

diciptakan teapastian hufrum dan temudanan

adminiztrasi berkaitan dengan aspeak parpajakan  bagi

haptuk—bentuk dan prakisk penyalengoaraan kegiatan

uzaha Yano tEruUs perkembant, diperlukan
langkah—langkah penyesualan tarhadan Undang lUndang

Ho. 8 Tahun 1983 Tenitang FPaiak Fertambahan Nilail
Baranno Dan Jasa Dan Faizk Fenjualan Atas Barang

HMlawah-

LI
ol




Undang Undang Mo, 11 Tahun 1594 Tentang

FPerubshan Atas Und

o Undang  HNe. 8 Tahun 1983
Tentano Fajsk Fertambahan NMilai Barang Dan Jasa Dan

Pajak Peniualan Atas Barang Mewah.

1=

Dalam Undang Endano HMo. 11 Tahun 974 oasal 4A

menysbutkan i

"ITenis Barang sebhagaimana dimaksud dalam  Fasal i

huref b dan jenis iasa sshagaimans dimaksud dalam
Fazal 1 hurwf o yang tidak ditenakan paiak
herdasarkan Undang Undang ini  ditetapkan dengan
Feraturan Femarintabh®. 33

Dari gpasal 448 terssbut dapat  kita ketahuil  untuk

jenis jasa vang tidak dikenakan pajak  berdasarkan

Undano-—-undanog ini ditetankan dencan Feraturan
- H =

Femerintah. Feraturan rFemerintah No. S0 Tanhun 1394

sebacai nelaksanaan Undang Undano No. 11 Tahun 1994,

eniz iasa wano tidsk dikenakan Fajak FPertambahan
ilai

»

RN W T O O e

MNa. &1 Tahun 1994
Undang Undano No.
whahan Milai  Earang

Barano Mewah
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f. issa di hidanoc anobkutan umum.

Berdasarkan nasal 7 Feraturan fFemsrintah No.
50 Tahun 19948 d4i atass, wsaha pertaksian Termasuk
jasa vang tidak dikenakan Paljak Feritambahan Nilai,
sa di

karens wusaha oeEritaksian fzrmasul membesrikan 3

ot

)

bidang anckualsn wmutm.

nokutan umum  sebanaimana  dimaksud
dalam pa liputi ’ '

LUzaha pertak:
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bidang
angkutan wumuam bardasat-kan pasal 9 Faeraturan
Femerintah Mo, 5S¢ Tahun 1994 seghagai pelaksanaan

dari itndang Undango NMNo. fi Tahun 1994, p=aba

pertaksian dibebaskan dari Fajak Fertambahan Nilai.

2. Peraturan Pemerintah

Feraturan Femerinitah adalah seshagail pslaksanaan
dari Lindang Undano. GOleh karena itu isi dari

4y Republik Indonesia, Lembaran Megara de. 79 Tabhun 1994

Feraturan Femsrintah Tentang F2laksanaan Undang Undang
Ma. B Tahun 1983 Tentang Faiak FPertambabhan Nilai
Barana Dan Jasa Dan Fajlak Fenjualan Atas Earang Mewah
Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang Undana No. 11
Tahun 1394,

35) Ibid, hal. 230

1
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Peraturan Femerintah tidak bolesh bertentangan denoan

tUndang Undang-

Feraturan Pamerintah ssbaa
MNo. 8§ Tahun 1983 adalah :

1. Feraturan Fessrintab No. 28 Tahun 1983

m

2. Parasturan Pemsrintah No. 22 Tahun 1783
Z. Peraturan Pemerintab No. 29 Tahun 1782
4. Peraturan Pemerintah No.o 65 Tahun 1991
5, Peraturan Pemerintah No. 746 Tahun 1991
&. Peraturan Femerintah No. 36 Tahun 1993

Sedangkan Feraturan Femerintah sehags

fury

Undang tindang No. 11 Tahun 1994 adalab o
i. Peraturan Pemsvrintabh Mo, 30 Tahun 1294

Dari ketuiuh Feraturan Pasrintah

i

ai pelaksanaan Undang Undang

palaksanaan

sebhagaimana

disebutkan di atas. iidak semua Feraturan FPemerintahb

akan penulis bahas di sini. Hanva tiona Feraturan

Femerintah vang akan ocanulis  bahas  vang berkaitan

1

denpan penslitian, ssparii vang telah pen

T

dalam Eab I {Fendahuluan:. Faraturan F

b
~
o
10}

1. Feraturan FPemerintah No. 28 Tahun

Z. Peraturan Femerintah Ho. 22 Tahun 1585
. Eeraturan Pasmerintah do. 50 Tahun 1924

2.1. Peraturan Pemerintah No. 238 Tahun 1983
Faraturan Pemsrintah No. =8

aebacai pelsksanaan Undang Undang ko, B

L

[l

wiis sebutkan

Tahun 1783

Tahun 17983




mbahan HNiiai
{2) huruf b
1994 adalab
Fontrakitor

s=al 8 Peraturan Femerintah ho.

@ Tahun 1983 zebagaimana diuraikan di atas, us=aha
partalsian termasul memberikan  jasa  yang tidak
dikenakan Fajak Fertambanan MNilai {FRNY . Farena

jaza yang dibe erikan oleh wsaha pertaksian tidak

termazulk  Femborong atau Eonteraktor atac Sup

Kontrakior.

Peraturan Pemerintalh No. 22 Tahun 1985

faraturan wemerintah hNo. == rahun

Dalam pasal 8 Feraturan Freqmarintah No. 22 Tahun 1285

manyebutkan =

W Jemis jasa vang dikenmakan Faiak Per ~tambahan Nilai
sebanaimana dimaksu dalam pasal 4 avat (&) huruf b
Undang Undang fraialk Fertambahan Nilai 1984 adalah
jasa v arg dilakukan oleh Femborong atau

Eontrakior®. 373
34 Republik indonesia, Lembaran Negara ho. 5% Tahun 1983
Faraturan Pemerintah Tentano Felaksanaan Lindang Undanao
Fajak Per*ambanaﬁ Miizai 1%84.
=71 Republik Indonesia, P embaran Ne Ne. 28 Tahun 1283
Feraturan FPemerintah Tantang Fe aan Undang Undang
Faiak Fartambanan Nilai 1584




=

Dari pa=zal B Feraturan Femerintah No. 22 Tahun 1983

dapat kita ksiahui banhws abizk paiak vang dikenakan
Fajak Peritambahan Milai (PR 1924 untuk jasa

enoalami perubzahan. Eawmaturan Femerintah sebealum

N

Faraturan Pemerintah Mo. 22 Tahun 1955 ocbisk pajak
adalah Femborono atau Kontraktor atauw Sub

Fantraktor, Sedangkan Feraturan Femerintah  No. 22

Tahum 1985 aobiek pajaknva adalah  Femborong atau

kontraktor saja.

e e e i T'
Dari kadua obiek palak vans dikenakan Pajak

Fartambahan Nilai (FFNY 1984, usaha partaksian tidak

termasuk  vano diksnakan Fajak Fertambabhan  Nilal

(PPN, tarena Wsaha pertaksian tidak termasuk
Feamborong atao Bontraktor atan Sub Yontraktor.

Feraturan FPamerintah Noao 29 Tahun 1988 jo

feraturan FPemsrintah No. 45 Tahun 1921 jo  Feraturan

Famperintah pNo. 74 Tshun 1971 io Faraturan Femarintah
No. & Tahun 1953 tidak penulis  bahas, Harena

ketentuan mengenai pazal 8 tentano oblisk pajak tidak

menoalami perubahan. Farubahan  yang terjadi  pada

nasal lé yvang tidak berhubungan dencan penalitian

vang penulis lakukan. /

Peraturan Pemerintah Mo. S0 Tahun 1994
Feraturan Pemerintah Mo, 50 Tahun 1924 adalah
Feraturan Fesmerintah sSebzacail pelak=sanasn Undang

Undang Mo. 11 Tahun 1994,




al 9 Feratuyran FCemerintah  No. 30 Tahun 1994

Fa

D]

disgbutikan =

sal dikenalkan §faiak  Fertambahan

N

i jasa vang t
a

Milai (FPFRM) adal

Ll

I T SRR O

~) 0~

jaza di bidang angkutan umum"”.38)

Uzah ksian adalah tarmasuk  memberikan

)]
I

. peri
jasa di bidang angkutan umum. Berdazarkan pasal @9
di atas, usaha pertaksian termasuhk memberilkan  jasa
yang tidak dikenakan Faiak fFartambaban Nilai (FFMNI.

Dari ketiga FPsraturan FPemerintah sgbanal

H

pelaksanaan bndang indang, yaitu

i)

Py
~
m

1. FPeoraturan Femecintah No. 28 Tahun

2. Fapraturarn Femesrintah No. 22 Tahun 1985
I. Peraturan Femsrinitan No. S0 Tahun 1994

sghanaimana tzlah diuraikan di atas, dapat kita

ketahui bahwzs us=aha oeritaksian vang membarikan jasa

[P

di bigdang anokutan  umum  tidal dikesnakan Fajak
Fertambahan Nilai (FFRD. Karena wsaha oeErtaksian

tidsk termasubk  obisk pajak yang dikenakan Fajak

Fertambahan Milai (FFN} sebacaimana telab disebutkan

PP Na. 50 Tahun 1994, op. cit, hal. ZE9.




dalam Faraturan Femsrintah.

Keputusan Presiden

Keputusan Fresiden Tentano Fembekhasan Eea Masubk

Dan Tidal Dipungut Falak FPertambahan Nilai Earta Falak

Fenjualan Atas Barang Mewah Atas  Impor

Bermotor Jenis Eedan Untuk  Dipergunakan

Fertakszian Oleh Heoosrasi FPangemudi Taksi

bz=bh

h

rapa kali mengalami parubahan.

by
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1. Keputusan Frasiden No. 30 Tahun 1984

I3

. Keputusan Fresiden No. 28 Tahun 1957

Led

., Kepuiusan Fresiden dNo. 37 Tahun 1993
4, Kepuiusan Fresiden hNo.o &5 Tahun 1554

5. Keputusan Fresiden fNo. 74 Tahun 179

H
i
b
[
il
]
i1
§1]
[ng
h
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m
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m
o
il
il

Tidak s=mua Feputusan Fr

Ir
]
i}
bl
HE
T
i}
a
<
it
i1
L
B
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n

di atasz akan opsnulis
Fresiden saja vano akan penulis bahas, yaitu

i, Eepuoitusan Fressiden bo. 20 Tahun 19590

hil
il

~

2. Kepuitusan Fresiden Mo. 74 Tahun 1995

3.1. Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986

Keputusan Fresiden No.o 30 Tahun 1986

Fambebasan Bea Masuk Dan Tidak

Fartambahan Milai Ssrits Pajak Peniuvcalan 6ta

f

Mewah Atas  Impor fHendarszan  Bermotor Jsn

Ripunout

1]

[y

I

Fendatraan

Dalam Usaha

telah

Tentang
Fajak

Barang

Fartaksian Dlieh

Sadan




Foperazi Penpemudl Taksi.

Feputusan Fraciden Moo F0 Tahun 19848 menyatakan @

Fasal 1

sdan dalam
oleh pemagang
a pertaksian

Taksl

dalam
tentang
Lamudahan

nFengimporan kendariaan nermotor jani
keadaan completaly knocked down (CED
merk/ importir untuk kepentingan us
VAN diselengaarakan olebh Eoperasi P
vang telah mendapat pErsetuiuan Femerintah
rancka Undang Uncang Mo. & Tahun 1768
Fepanaman Modal Dalam Neqeri diberikan
sebacai berikub 3

a. Dinhebaskan dari kewajiban membayar bea masuk,

h., Faiak Pertambahan  Hi iai (ePR)  wvano  terhutang

ditangoung oleh Femerintah®.

Fasal

Fajak Fenjualan
tarhutang atas

npajak Fertambahan Nilai {FENY dan
Atas Barang Hewsh  (FPn BMY  wvang

penyerahan Lendaraan bermotor jenis sedan untuk
takei kepada koparasi Fengenudi  Taksi zebagaimans
dimaksud dalam avat = {17 ditangoung olah

Eemerintah'.

tentuzn sehsa Adalam Fasal 1
rlaku untuk T jenis =zedan
i Datsun Stanza 1500 Co dan Ford Laser 1.3

i1}

i

m ITJ

2

-

2w

Sk 5l

toiknis dari  kendaraan
bagaimana dimaksud dalam
kan _.alah Menteri

fikasi dan cstandar
taor isnis ced ne
(1} dit

)

E‘_[l
0 e

i

nduztrian. 39
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Dari ketig

o
i}
Iy
i
i}
—
0
il
.
ot
-
15
M
2
jL
)
n
fod
L
m
.
=
3

Tahun 1984 ssbacaiman

D
n
[ i
7
]
=)
m
o |

di atas, sudah
jelas bahwa Femerintah memberikan pembebasan bea
masuk dan Pajak Fertambhahan Nilai (FFN) kepada wusaha
pertaksian  vang disalenggarakan olah FKoperasi
Fengemudi Taksi vano telanh mendanst persetuiuvan dari
Femerintah.

Dalam pasal I Heputuzan Fresiden No. 30 Tahun 1994

dissbutkan merk yang diperaunak

JH]
a
h
w
I—
Al
E
i
]
o
u

~y
vt

pertaksian cleh kopesraszi Pengemudi Taksi adalah :

i. Datsun Bitanza 140

Feputusan Freziden to. I8 Tahun 1987 jo Ks=pu--

)]

tusan Fresiden No. 57 Tahwn 1993 Jo  Eeputu=zan

Fresiden NMo. &3 Tahun 1994 tidak penulis bahas.

bea mesuk dan Fajsk FPertambahan Nilai CHEENG TR AN 5
usahs perisksian cleh kopsvaszi Fencemudi Taksi, wann

pErubabh hanyas dalam paszal 3 oavat (1) menoenai merk




: 2. Ford Lassr 1.3 BL
j I. Holden Gsmini Diesel

1
m
ot
it
L
m
<
+

4. O

b

iden No., 57 Tanun 1793, merk sadan

e

? - Fepubtuzan Hre

yvang dipsrounakan untuk  usaha peritaksian clen

ua

Koperasi Fengemudl Taksi adalal

1. Datsun Sunny 1200 cc

; 2, Ford Laser 1.3 BL
; %, Holden Semini Diesal

5 S. Mazda MR-20
- Kepubtusan Fresiden No. L5 Tahun 1224, merk sedan:

! vang dipesrounakan untul  usaha oesrtaksian  oleb

m
i

Konarasi Pengemudi Taksi adalah :

-
"
Iw

at=un Sunny 1300 co

rd Laser 1.3 BL

B
it
(e}

7. Holden Gemini Diesel

4. QOpel kadett

-

g - Ty
% Mazda ME-FU

i
1
o
et
o)
o
)

Data

e

f ‘ Dari perubashan kstzontuan O sal 3 avat (1)

et

ita lketahui

cebagaimana diuraikan di atas, o4aoa
bahwa merk aesdan vang dipergunakan dalam usaha
pertaksian, semakin hari semakin beritambah  merknya,

yvang s=emusla hanya ada dua merk zedan Saja,

herkembang meniadi snam merk s=adan.

[
i




Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995
keputusan Fresiden Mo, 74 Tahun 1933

ferlakuan Fabkesan Dan Carpadiakan  Atas  Impor Atan

Fenysrahan Komeonsn  Dan Kendaraan Rermator  Jenls

Sadan Untul Dipsrounakan Dalam Uzaha Feritaksian.

er hNo. 74  Tahun 1595 menvebutkan

ISI
I_'L

Feputusan FPre

lam :

s

A1}

1
-
L

T
1
m
]
—
[y

Atas impor komoonen  dan atau kenddaraan bermotor
janis sedan untul kepentingan usaha pnertaksian
diberikan kemudahan s=bagai berikut :
a. Dinebaskan dari Lewaiiban membavar bea masuk

h. Fajak Feriambaban Milai {(FPFM2 an Fajak Penjualan

Atas Barana Mewah (PFPn BM ditangguno Femarintah

EBFN  dan FEn BM yang  terutanag atas penverahan
Londaraan  bereotor jenis zedan uniuk periaksian
k=i ditanooun =narintah. 40}

kepada perusahasn tak=l

7 keoutusan Frasiden Mo. 74

Al
m
n
b}
]--I
’-L
L
W
3
W]
1
il
1
f—t

Awa untuk keEpantingan usaha

e
=
el
m
e
o
0

Tahun 1995 menyab

pertaksian dib=2rilan pemudahan vaitu dibebaskan dari

kewaillban membhayar bea masith . serta Faiak

m

Fartambahan MNilai (FERM) dan Faialk Fenjualan Ats

Earang Mewah (PPn B ditanoouns oleh Femerintah.
Dari kedus |} FrEsiden  sebagsimana
40y Republik  Indonesia, Feouiusan Frzsiden ntandg
Farlakuan Fabean Dan FPeroal Atas lmoor ftau
Fenverahan HEomoonan Dizny Keand g Jenis Sedan
tHntuk Dioerg Galam
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B.

2. ¥eoutusan Fresiden Nao 74 Tahun 19795

penulis bkerpandanat bahwa terjadi osrubahan mengenaid
obwvek vango dJibsbaskan darsi LEas masuk, Fajak
Periambaban MNilai {FPNI dan Fasiak Fenjualan fBtas
Barano Mewah (FPn BH).

Fepuitusan Fresiden bao. 20 Tahun 19824 menyesbuthkan

bahwa pembebasan bea masuk

I
3

an tidak dipunout Pajak
FPertambahan Milai sewrta FPajak Fenjualan Atas  Barang
Mewah atas  impor  kHendaraan bermcitor jenis sedan

untuk usaha periaksian oleh  kKooera

]

i Fengusaha

Taksi. Dalam Keoutusan Fresiden No. 74 Tahun 1995

bahwa pembsbasan bhea masuk, Fajalk Fartambahan Nilai

(FFNY dan Fajak Femjualan Atas Barang FMawah (PPHVEH)

untuk usaha pertahaiah, jadi semua usaha partakEEan
a

dibebaskan dari bea masubk, Fa

M
m

ak rftamhah

Gt

n Nilai

E

[i}]

0

{(FFN} dan Fajak Penijualan Ata rang Mewah (FFn BMD

ﬁ
tidak hanva untuk uszaha

ot

1

@Ertaksi

]
1

n olsh Eoperasi

I

MANFAAT DITETAPKANNYA PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN
PPn BM UNTUK USAHA PERTAKSIAN DARI ASPEK HUKUM EXONOMI

Fada periode ftahun 19845 samoai de2noan fahun 1995
Eemudahan berupa psmbebasan bea masuk, Fajal Fertambahan
Nilai dan Faiak Penjualar Stas Barang  FMewmah atas impor

i}
11
11
1,
o
|
N
[11]
3
N}
LL

kendaraan bearmotor jenis igunakan untuk usaha




pengemudi
yang dibe

meErek—mara

bea masukly

bepres No.
Fepras No.

disebutkan

untubk semi

FFn  EBM  t

kopstasi @

Barang Mawah

tidak
— menurut
13 ayat
—~ menurut
id avat

— menuruth

-
-

ayat

— menurut

-~ mendrut
146 ayst

— menpurut

taksi {(EOF

i Lemudahan

L tertentu

FRMN dan

SA

FEm

panbabasan

s wsaha peritak

enoenudil

Fearaturan
(2) huragt
Faraturan
(2 hwrof
Faraturan
(ZF huruat
Feraturan
(=1 hueatf
Feraturan

{43 hurut

Faraturan

{FFn EM)

,
]
Hemner

B owai
Eamer
! :y’E'.i
Femer
o ‘V’E‘l
Femer

chazkannva b

mendapat kemudahan,

Eenpres  No. &5

Galam kKepres MNo.

ty I0YL dari

intah

tu 325
intah

-
[k}

untul koperasi

ignis k=ndaraan bermotor

ditentukan  hanya untuls

heirupa pembebasan
ditetapkan dengan
Th. 1987 jo
1294  io

74 Tahun 1993

:. PFM dan FPn BM diberilkan

harnva untuk  ancoota

I3

P
=538

i}
13
=
s
n
s

Momor S5 Tahun 1283 pasal
Milai Impor
Momor 22 Tahun 1985

i dari Milai Impor

i[]
i
[

Mamor Z% Tahun 1788 pa

MNilai Impor

Momor 74 Tahun 1991 pasal

% dari Nilai Impor
pasal
1634

Momor S0 Tabun pasal
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23 avat {33 hurud o vaite 33 % odari Nilal Imoor.
Sedangkan besarnva Faldak Fertambabhan HMNilai (FFN)Y vang
sehatrusnva dibayar seandainva tidalk mandapat kamudahan,

adatiah sebagai beribut i
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- menurut Undang—undang Momor 8 Tabu

u;

(1Y, vaiiu 10% dari Nilai Impor

- mepurut Undang-undang Nomor 11 Tanun 1994, ‘"pasal 7"

avat (17, yaitu 10% dari Nilai Impot-.

Tahun 1995
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(Tahun 1995 kemudahan berupa pembebasan bea masuk, Fajak
Pertambahan Nilai dan Faijak FPenjualan Atas  Barang Mewah
atas impor kendarsan baemobtor yvang dinunakan untuk usahs
partaksian berlabu untuk 3

untul  u=zsha

3N
3

— impor senua peErk kendarsan yano digunak

11

partaksian,

- impor suku cadang kendaraan ¥yang digunakan untuk  usaha

dan vang mendapat  kemudahan tersebut adalah S2mua

penousaha vang beroesrak di hidana petritakszian, bukan hanya
anggota HOFERTAK =zaja.

Femudahan beruca peabsbasan bes masuk, PRN dan PFn
BM tersebhut ditesachkan denoan Mepubusan FPesidén_Nnmnr 74
Tahun 199%5. Beszarnya Fajak FPajak FPartambaban Milai (PPN
dan Penjualan atas Barang Mewah (FPn BM) vano sgharusnya
dibayar seandainva tidas mendapat  kemudahan, adalah
sebagail berikut :

- meanurut Undang-undans Momoe 11 Tahun 1994, "nazal 7*

-1




1)

P

avat 107 dari Nilaid

menurut FPeraturan Femerintah

Tmpor.

1294 npasal

2% ayat (1) huruf D vaitw Z0 W dari Nilai Impor
rendaraan bermotor yang :zi silindernya  kurang dari

1600 cc ocan kandungan muatan

pErsern.

menurut Fearaturan Fomerintah ko

wrf o oyaitu 35 0%

pasal 23 ayat (1}
1974,
Menuwrut
eknnomi Indonesia
aspel hukum dari usaha-uszaha

A

-

~ti peninchkatan kehiduoan

bege luruhan., dan

aspek hubkum  dari
pambangunan glonoml =sCara @2

apisan

s

masvyarakatb,

ndonesia dapait meEnikemaii
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ial {=ila Eelima

1t

tertujuan @2ngapai kssdilan so
Fancasila) N=talw berperikemanusiaan (zila kedua
Fancasiial.

Untuk mempersingkat mengenal  kedua aspek hukum

a aspsk yano pertama  disebut  aspek

]

ekonami terssbut m
peninghkaton kehidupan shkonomt Nasticonal dan  aspek  yang

kedua dissehut aspekr pemeraladn.

Manfaat Fembebasan Bea masuk, PPN, dan PPn BM Untuk Usaha
Pertaksian Ditinjau Dari Aspek Peningkatan Kehidupan
FEkonomi MNasional

Berdasarkan subvek (oengusaha ftaksi) yang diberi
pembebasan, periode manfaat adanva Eenutusan  Fresiden
tentang pembsbasan bea masuk, PPN dan PPn BM atas impar

kendaraan untulk usaha periaksian, dapat dibagi menjadi 2

vaitu =

a. periode 1984 s/d 1993. subysk vang dibari npembebasan
vaitu anogota Hapsrasi Pengemudi Taks: {EOFERTAR)
k. periode 1993 s/d sekarang. subysk YANGg diberi

Periode 1985 s/ d 1995
RDitinjian dari aspeik  hukum ekcnomi vang  pertams
atau aspelk peninckatan kehidupan =honomi Nostonal

Keputusan Fresiden  yang menstapkan  pembsrian kemudaban

41) Snmnarvyati Hartono, Op. city, hal. 1%.
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berupa pembebasan bea masuk, Pajak“Pertambahan Nilai dan
Faiak Fenjualan Atas Barang Mawah atas impor kendaraan
bermotor yang dipsrgunakan'dalam usaha pertaksian, kepada
angoota Koperasi selama periods  tahun 1284 - 1993
mempunyai andil baal Leahidupan skonomi Masiocnal sebagai
berikut &

1} pengurangan pemasukan negara yang herasal dari besa

masuk, FFN dan PPFn B RHamun DENCUWFANGAN pEMASURan
ini relatif kecil karena jenis kendaraan bermotor yang

dibshashkan dibatasi hanya berlakuy wntuk beberapa  merk

tertenty dan hanva diDarantukan bagi anggota koperasi

s
0

pEngemudl taksi (RORERTARD szbanaimana telah

15

ditetapkan dalam Eecres.

Investasi wang dipevrlukan wry bk usana pertaksian
meniadi lsbih murah dari  yang SaharusSnyYa. Karena

Inwvestazi vang diperlukan lebih murah, maka diharapkan

tarif onokos  taksio untul masvarakat msnjadi  labih

) menggaiakkan pembeniuakan kopersszi khususnya KOFERTAR.

diperuntukkan  bagi angoota HOPERTAR dapat menjadi
t o merniadi

taksi

EOFERTALR

(WOEPERTAK) ., karsna dengan meriadi  ancgoota E




mereka hbiza mendanathkan berdaraan urntuk wsana
paertaksian dencan haros vang  lsbih murah. Menurut

Fenjelazan UUED 1245, Foparasi mearunakan bangun
perusanaan yaﬁg zseuai dengan amanat nasal IE oavat (1)
bun 1945,

4}y hatas minimal mass {lamanya Wkl oenogUInaan
kendaraan bermoior terzeshut untuk taksi tidak

ditentukan dalam kKepress vyang
dapat memberi ope2luang Anooota

kecurangan sebagai berikuf g

sehingga

- Hanya ssbentar saja (mizalmnwva 1 fabhun)  menoounakan
kendaraan tersebut sebagai  takszi, kemudian  diubabh

— Meminjamkan namanya keoada peEngusaha Yang

Fada waktu transabksi mpor, anoachts

menerimanya. setelab itu, angoots EOFERTAR

menysrahkannya ! manjualnyva  keps
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taresbutb, nvYa DENS

terhidar dapri
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munoutan bea masuk, F

Pericode 1995 =s-d sekarang

Ditinjaw dari aspek hubkum eskonomi

atay aspek peninokatzan kshidupan shon
Feputusan Fresiden Nomor 74 Tahun 19%3 0 v
pemberian kemudahan beruoas pezmbshsazan heas
Fartambahan Nilai dan Pajak Penijualan ftss
atas impor kendarsan bermoicr vang dipe

gusaha s

—

Fr dan PPn BM.

yvang pertams

TR L lasLonat ,
ang men=ztapkan

masuk, Fajak
EBarano Mswah

rgunakan  dalam
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uzaha pertaksian. s2lama neriode tahun 1990 sampal dengan

m

-ang memounyai andil bagi kehidupan ekonomi Nasional

rnonegara yang beirrasal dari bea

y pamasul

1

p

nEngUranGgs

masuk, PN dan PFn BH. Pengurangan pemasukan int jauh

I}

ehalumnva {(1784~1995)

de

n

Jak i

(W]

1zbih besar dari pada o

n

karena jenis kendarasan bermator yano dibsbashkan tidak

y—

bl

dibataczi untulk bsberapa merk, dan pembebasan bea
masuk, PPN dan PR B Juga diberliakukan untuk impor

auku cadano kendarsan  yang digunakan untuk usaha

pertaksian.
penentuan tarif taksi. bengan adanya keaudahan berupa
pembebasan baa masuk, FEN dan PPn BM atas  ilmpor

kandaraan yano digunakan uniul USans pertaksian, Milai

Investasi yano diperlukan unsuk usaha pertaksian
menjadi lebimn murah dari  vang  s2harusnya. Earana

meningkatkan minat pengusans /  Badan Usaha untuk
meananamkan modalnva Zi Dildang usaha pertaksian,
¥emudahan berupa pembsbaszan b=a masuk, FPN dan PP BM
bendaraan yang

atas impor kendaraan dan suku cadan

digunakan untuk ussha pertaksian  menvebhabkan selisih

1]

haras antara kendaraan hermotor vann  digunakan untuk

wt

usaha pertaksian dengan  seancainva idak digunakan

untuk usaha pertaksian  sebesar 30X s/d £4%%  lebih.
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dorongan  untuk  membentuk Eoparasi Fengemudi  Taksi
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bherkurand. fada periode 1986-199%5

menjadi s=diki
untuk mendapatkan pembsbasan bea masuk, FEN dan BFR BM
avaratnya yaitu haras menjadi Angeota EOFERTAK. Fada
pericde 1995 z/d sehkarang, =varat iersabut  tidak ada
tani. Denaan kata lain. tanpa memzeantuk EOPERTAE  pun

pembabazan baa masuk, PPN dan FFrn  EM sudah  mereka

masuk, PPN dan FFn B sudah tidak adza lapi.

ini, bidang usaha oceriaksian athir-akhir labih  hanvak

dikuasai aleh gengussha atau Eadan Usans non koperasi.
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kwendaraan  beraotor tzrzasbut urtuk taksl telal
ditptsobkan datam Meouiuszan FPresiden  Nomore 74 Tahun

Manfaat Pembebasan Bea masuk, PPN dan FPn BM
Atas Import Kendaraan Untuk Usaha Pertaksian
Ditinjau Dari Aspek Femerataan
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Berdasarkan cuhvel

(jenis barang yang diberikan pembebasan

=iy dan ocbhvek

hea masuk, FPFN

dan FER BM). periode manfazt  adanya tzputusan  Fresiden

tentang pemhebasan bea masub, Fajalk Fea

(FENY dan Fajak Fenjualan atas Earang Maw

impor cendaraan  wntul uszahb
=

menjadi T ssbagai barihkut

rLtambahan Nilai
ah {(FPn BM) atas

rn  dapat dibagi

a. periode 1984 s/d 1995, zubvek vang dibert pembhebasan

yaituw Anagota Koperasi Fengemudi

Taksi (KOPERTAED,

=adangkan obhyek yanog diberi pembebasan yaitu Mobil

S=dan merk tertentu dalam hentul CED
Down} .

b. periods 1995 s/d  =sekaranag,

{(Completely Knock

vano diperi

pambebasan yaitu s=tian pencusaha / Badan Usaha yang

»

hergerak di bidano partaksian,
diberi psmbebasan yvaitu HMobil sadan
Fomponen

merk dan Jenisnya) dan

Lendaraan untuk usaha pertaksian.

a. Periode Tahun 1986 s~d 1995

sedanagkan obya2k vyang

{t=npa bataszan

(zuku cadang?

Ditinizu dari ssoek huakum  2konoml  ¥andg Leadua
vaitu aspek pemeraloan, Heoputusan Fresiden Yang

menstapkan pesbsrian kemudahan berupa

masuk, Fajak Feriambahan Milai, dan

——

tajak Fenjualan

atas Harang Mewah atas impor Landaraan bhermotar  yang

dipetrgunakan dalam usaha paertaksian,
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itepada anggola




kRoperasl pengenudl  takst (LOFERTAK) selama pericde

tahun 1984 — 1093 mEmpunyail manfaat terhadap azpek

1 pemeratasn s2bagatl berikut :

| ; . ‘ |
j 1} Pembemrian kemudahan permodslan can penberdayasan

| kenada sebagian mazvarakat ekonomi kelas bawab |

| Fembebasan bea maszuk, Fajsk Fertambahan Nilai

(FFMNY dan Fajak Fenjualan Atas EBarang Hewah (PPN ;
BM) Aitas Impor Henda%aan Bermotor Jenis Sedan Merek
tertznt kepada . anogota pengemudi taksi
mencakibatkan biaya (modal)  yamg diperiukan oleh
% angoota  Hoosrasi enocemudi  Taksi  untuk membeali

| takszi menjadi lebih murah.  Ini menountungkan  baoi

angoota Foperasi Feanonsmudi Taksi  yano LIRLAmN Y &

Fembebaszan bea masuk, PPN dan FFn EM

merangsang gengenudi taksi untuk membentuk Koperasi

Fengemudi Taksi supaya dapat membeli taksi dengan

hargs yang labih murah. boperasi marupakan  bangun

i perusahaan Yang zasuai densnan Fenjslasan pasal =5

? pun 1945, Fembentukan  Hoperazl marupakan usmaha

| i
pnembsrdayaan masyarakat berdasarkan AsSA=

2y Meniadi benteng perlinduncan uneaha pertaksian oleh
mamvarakat shonomi kelas bawah
| |
! Gnggota  ¥Fopsgrasl Fenoemudi Taksi adalah
I |
pengenudi  taksi  vang pada LmLmnva merupakan ;
masyarakat ekonom:a belas bawsh. Femierian '

|
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temudakhan borupa cembsbasan bea ma=suk, FPN dan FPRF0

u

denoan  vano  bukan  anggota EOPERTAK mizalnya
alam beEntuk PT {(Ferserocan
O atau paruzahaan PErSEQrangan.
Gmlizih harga tersebut merupakan wujiud perlindangan

kepada ancoota KOPERTAR untul mamiliiki  taksi  vyano

l1ain kemudahan terssbui di atas  msrupakan henteng

pani masuknva perusshaan laln z=lain HOPERTAE untuk

Pencouna jasa peartaksian kebanyakan adalah

i)
L]

masvarakat kelas skonomi menenaah b atas.

1

Pamhehasan hea maszulk., PPN dan FFn BM  stas  impor
kendaraan vang dipsrounakan untuk wsaha pertaksian

menyebabkan investasi yang diperluban dalam usaha

+

et

:mian meniadi

i

perta

ebih  rendah. Dengan  lebih
rendshnya biava imvestasi fersebut diharapkan tarif

(ongkos) taksi juga lsbik rendsh.
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peErurunan tariT taksi.

Periode Tahun 1995 s.-d sekarang
Ditinjau dari asosk hukum  =konomi yang  kedua’

vaitu aspek pemerataan. kKeouiusan Fresiden vang

"n

menetapkan pemberian kemudahan berupa oembebazan bea
masuk., Fajak Fertambzhan Nilai, dam Fajak Fenjualan
atas Barano Mewan atas impor kendaraan bsrmotor  jenis
sedan dan suku  cadano  kendaraan  vanog  dipergunakan

dalam usaha operiaksian selama psricde  tahun 1995

sampai dengan sekarang mempunyai  manfaat  terhadap

1) PFenuranan haros bzli kendaraan jenis sa2dan dan suku
cadang kendaraan vang dipergunakan  dalam  usaha

peritaksian
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iava perawatan taksi

menisdi + ZB % lebik murah bils dibandimckan  kalau
tical mendapatikan keamudahan, sshincgs diharapkan
banvak orang atauw  badan  usaha ¥ ENG Eerminat
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midang pertaksian
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zapmrti kebuitohan pokok sehari-hari, 2impan pinJam

Fenurunan tarif taksi

petrts

rend

(ono ke

herupa pembsbasan bea masuk. FRHN dan EFn BF O atas imoor

kendaraan jenis sedan dan suhku cadang  kendatraan  vang

diperounakan dalam w=aha nertaksian kebanvakan

dinikmati oleh masvarakst eionomi kelas menencah ke

atas, berupa penurunan biava investaszi  dan  perawatan

kendaraan vano dipergunabkan dalam  usaha pertaksian,

dan penurunan tarif taksi
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PENUTUP

A. KESIMPUL AN

Berdasarkan analiss dan

I

dizimpulkan bahwa @ ferdapat kesinkronan sacara

diantarsa peraturan ceErundangan tentanc

Lemudaharm berupa pembebasan hea masubk dan tidak

embahasan di  muka dapat

vertikal
pemberian

dipungut

Fajialk Fertambahan Nilai (FPENY dan Fajak Fendualan Atas

Barana. Mewah (FFn BM) keoada angoots  koosrasi

Takei (KOFERTAR) =zelama reriode fahun 13284

Fengemudi

1995 dan

kepada s=2mua Fengusaha di  bidang pei~taksian selama

periode tahun 1953 zampal dengan  sskaranc.
perundangan manoenai camber i AN bemudahan
barturnt—turut dari yans paling tingg: e

tingkatannva valtuy

{1} Undang Undang tentanog Lea masuk, Fajak

Nilai dan Faizk Feniualan Ataz Barang Mawah, yakni &

~ Undang Undang Ne. 8 Tahun 1982 yang

tahun 1983 sampai dencan 1994

tahun 1994 sampai dengan sskarang

Feraturan Femsrintah yang marupakan pel

£

encatur ten

=

Hndano Undano yang

Fartambahan Milai dan  Fajak Psnjualan

ber

laku dari

naan dari

mazulk, Fajak




Fewah . wakni
~ Emezturan Femsrintabh Mo, 38 Tahun 1983 vang berlaku
dari tahun 1923 samoal denosan 1925

Fomerintan Mz, 22 Tahun 1585 vang berlaku

dari tahun 1925 sampal denoan 1788
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- Peraturan Femerintzh Mo. 3& Tahun 129% yang berlaku
dari tahun 1793 =zambDai Gengan 1354

- Faraturan Fessrintan Tzhun 1794 vang Derianry
dari tahun (774 sampsi denpan sskarang

{3) Esputusan Presiden yang menberikan  kemadahan  beruca

nembebazan  bes masul dan  tidatb dipunout Fajak

Fartambahan Mitai dan Fajel Fenjualan  Atas  Barang

Mawzh atas

dipergunakan

TTIET
paty

- K

i

dari tabun 19284 1527, memudahan
terssbut diberiban kepada znnnota Koperasi
Foncemudl Taksi

— Kesuiusan Freesiden Mo, 28 Tahun 1787 vano barlaky
dari tahun 1% gEmoal 1525, Famudahnan
terzshut diberiltan keaada anggots Hoperasi




diatur dengan Kepuiusan Prozaiden sebhagaimana tarsebut  di

atas.

juslan  Atas  Barang Mewah  hanva
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diberikan kepada anggsta hoosrasi Fepoamudi  Taksi untul
heherapa merzk tertentuy I bermotor jenis  sedan

N Femudahan ini  dimaksddhan untul mengenbanockan
Lahidupan berkoperasi dan membantu penoemnudi  Faksi yano
pada UMUANYA matunakan masvarakat ekonomi Lolazs menengan

e hawah untuk memiliki takai sendiris

Fadz pericde ftahun 1573 sambat dengan sekarang
kemuoahan bheruaoa nembeibasan Dea masuk dan tidak

dipunouinva Paizk Ferniualan Atas Barang Hewah untulk iImpor

kendaraan bermoior jenis s=dan (tidak dibatasi  merk-nyal
dan Suku—cadanonya. diberilian bepada semus  penousaha di
bidang pertaksian tanoc= perkecualian. Fengu=aha

o=




B. SARAN

i cemberian kemudahan

it

rads materi pesraturan menosn

harupa pembsbasan bEs masuk dan tidak diounoutnya FPaliak

Fertambahan Milsi dan F
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pengusaha vang diberi kemudahan. kriteria ini diparlulan
untuk menghindari monooolil uzaha di bidang peErtaksian.
—mbabh jika tidal ads kriterianysa pembarian kemudahan

tersehut  mEmungkinkan Ranya dinikmati pengusaha yang
mampunyai modal huas {mazvarakat skonomi kelas atas).
riterias vang dapai dipergunakan zaperti o
— hentuk badan wusaha mizalnva hanwva Lpperasi saia
- pengusabanya miaalnya pencemudi taksi. mantan peEnoemudil
(anokota, bis) dan ssbagainys  YAang pada LIMLLAN Y &

merupakan angooia masyarakat kelas skonomi mensncah ke

bawah. .
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